











ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kesehatan
Reproduksi Perempuan menurut UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan™ yang
merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana hak
kesehatan reproduksi perempuan menurut UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan
menurut UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks. Selanjutnya
dianalisis dengan teknik deskriptif analitik. Pola pikir yang digunakan adalah
deduktif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa hak reproduksi merupakan hak yang
dimiliki kaum perempuan karena fungsi reproduksinya (mengandung, melahirkan dan
menyusui). Adapun hak kesehatan reproduksi perempuan dalam Islam meliputi:
khitan perempuan, hak menentukan perkawinan, hak menikmati hubungan seksual,
hak menolak hubungan seksual, hak menentukan kehamilan dan hak aborsi. hak
reproduksi perempuan adalah hak setiap individu untuk bisa membuat keputusan
untuk berkehendak, menentukan kapan waktu dan jarak untuk mempunyai anak. Hak
reproduksi perempuan dalam UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, terdiri dari:
Hak aborsi (pasal 15), Hak mengatur kehamilan dan kelahiran (pasal 13), dan Hak
perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan (pasal 14).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU no.23 tahun 1992 tentang
kesehatan telah berupaya menjamin dan memelihara kesehatan reproduksi yang
meliputi: hak aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan berdasarkan indikasi
medis (pasal 15) hal ini seperti kesepakatan para ulama mazhab bahwa aborsi bisa
dilakukan dengan alasan rasional dan sebelum peniupan roh. Hak mengatur
kehamilan dan kelahiran bertujuan menciptakan keluarga harmonis (pasal 13) seperti
program KB, dalam Islam ada hak mengatur kehamilan dan hak menolak hubungan
seksual. Hak perlindungan terhadap kesehatan reproduksi, yang meliputi masa
prakehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, dan diluar masa pasca
persalinan dan kehamilan (pasal 14), dalam Islam perlindungan terhadap kesehatan
reproduksi perempuan diwujudkan dengan diperintahkannya umat Islam
menghormati ibunya (Q.S.Lugman:14).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada pemerintah dan pemuka agama
disarankan untuk lebih memaksimalkan upayanya dalam menjamin dan memelihara
hak kesehatan reproduksi perempuan, supaya kasus-kasus yang mengancam
keselamatan kaum perempuan semakin berkurang.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan sebagai Rahmatan Lil-‘alamin.
Oleh karena itu, Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara
agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan. Setidaknya tiga dari yang
disebut di atas berkaitan dengan keschatan. Tidak heran jika ditemukan bahwa
Islam amat kaya dengan tuntunan kesehatan. Tuntunan tersebut dapat kita
temukan pada al-Qu’ran dan Hadis scbagai bentuk kasih sayang Allah SWT.
kepada umat manusia. Tuntunan mengenai keschatan ini bersifat umum dan
ditujukan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan bangsa, suku maupun
jenis kclamin. Pada dasarnya, semua manusia menginginkan kesehatan yang
optimal bagi dirinya. Sctiap laki-laki dan perempuan dari suku dan bangsa
apapun pasti sepakat bahwa kesehatan lahir batin merupakan bentuk anugerah
Allah yang terutama dan wajib dipelihara.

Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan pcrempuan dalam
memelihara kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun
sayangnya, ada sekelompok orang yang beranggapan bahwa al-Qur’an sebagai

kitab suci umat Islam “mengebiri” dan mcminggirkan hak-hak perempuan dalam



bidang keschatan. Sebagai contoh dapatlah diberikan disini, misalnya dalam
konstruksi budaya patriarki, salah satu bentuk subordinasi yang dialami
perempuan adalah terpinggirkannya suara perempuan dalam membuat keputusan
yang berkaitan dengan dirinya. Dalam hal pemikahan seringkali perempuan
memiliki kebebasan yang sangat terbatas untuk menentukan dengan siapa atau
kapan dia akan menikah (termasuk juga untuk tidak menikah). Keterbatasan hak
perempuan ini juga menyangkut masalah hak kesehatan reproduksi.

Islam sebagai agama seperti juga agama-agama yang lain adalah otoritas
yang selalu berfungsi menyelamatkan dan membebaskan manusia dari tirani-
tirani manusia yang lain. Al-Qur’an menyebutkan fungsi ini sebagai
“yukhrijubum min af zulumat ila al nu”® (mengeluarkan manusia dari kegelapan
menuju cahaya).! Islam hadir dalam peradaban patriarkis yang menindas
perempuan. Nabi Mubammad menyampaikan statement Tuhan tentang
penghapusan diskriminasi manusia di satu sisi dan membangkitkan kesadaran
baru tentang martabat manusia di sisi yang lain. Laki-laki dan perempuan
menurut teks suci Tuhan lahir dari entitas yang sama dan karena itu
berkedudukan sejajar dan sama di hadapan Tuhan. Hal ini sesuai dengan yang

tersebut dalam al-Qur’an sebagai berikut:

' Husein Muhammad, Hak-hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam, 02/04/2004,
www.detiknews.com
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Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhsn-mu yang telsh
menciptakan kamu dari difi yang satu, dan daripadanya Allah
menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allsh memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah
kepada Allah yang dengan (mempergimakan) nama-Nya kamu saling
meminla satu sama lain, dan (peliharalsh) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjsga dan mengawasi kamu(Q.S. an-
Nisa’ 4: 1)

Ini merupakan konsekwensi logis dari teologi monoteistik yang dibawa
Islam. Beberapa ayat al-Qur’an yang turun menyebutkan nama perempuan
bersama nama laki-laki. Mereka memiliki hak-hak otonom yang tidak bisa
diintervensi laki-laki. Bahkan beberapa surah diberi nama an-Nisa’ yang berarti
perempuan, atau nama seorang perempuan, seperti Maryam atau yang berkaitan

dengan persoalan hak reproduksi perempuan seperti at-Thalaqg.®
Pandangan kesetaraan manusia, laki-laki dan perempuan dalam al Qur’an
meliputi aspek-aspek spiritualitas, intelektualitas dan seksualitas (yang
selanjutnya akan menjadi bahan kajian dalam karya tulis ini) serta segala
aktifitas kehidupan praktis yang lain. Tentang hubungan seksualitas, al-Qur’an

menyatakan :

2 DEPAG R, al-Qur ‘an dan Terjemahnya, h.114
* Husein Muhammad, Hak-hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam, 02/04/2004,
www.detiknews.com
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Artinya: “ Wanita-wanita yang ditalak hendakiah menahan diri (memmggu) tiga
kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
Allsh dalam rahimnya, jika mercka beriman kepada Allah dan hari
akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa
menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan
para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lsgi
Maha Bijaksana.” (Q.S. al Baqgarah 1: 228)°

Ayat ini dikemukakan dalam konteks relasi seksual suami isteri. Ibnu
Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, al Hasan, Qatadah, al Siddi, Muqatil bin
Hayyan menyatakan bahwa ayat ini berarti bahwa mereka tempat ketenangan

bagi kamu (laki-laki) dan kamu tempat ketenangan bagi mereka (p«zrexm)uan).s
Al-Qur’an juga telah mengajarkan bagaimana seorang muslim berbakti
pada ibunya. Penekanan untuk berbakti kepada ibu dikarenakan pengorbanan
yang tulus dan sabar seorang ibu dalam menjalani masa sembilan (9) bulan
mengandung , kemudian melahirkan, menyusui dan mengasuh serta menemani
setiap langkah kita sampai pada masa pendewasaan diri. Hingga Nabi Saw.
menyatakan bahwa “surga ada di telapak kaki ibu”. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam al-Qur’an sebagai berikut:

‘DEPAGR], al-Quran..., h. 55
$ Husein Muhammad, Perempuan, Islam dan Hukum, 29/08/20089, www.cafepojok.com
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Artinya: “ Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua
orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan
lemah yang bertambah-tambal, dan menyapihnya dalam dua tahun.
Bersyukuriah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya
kepada-Kulah kembalimu”(QS Lugman 31: 14)°

Ayat di atas sangat erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi
perempuan yang tentunya merupakan hak-hak perempuan yang juga merupakan
bagian dari hak azasi manusia. Sehingga secara universal hak perempuan atas
kesehatan reproduksi perlu dikaji, karena dengan membahas masalah ini berarti
membedah permasalahan sosial kemanusiaan. Tetapi ketika masalah hak
kesehatan reproduksi perempuan dihadapkan pada realitas sosial maka akan kita
temui ketimpangan yang ccnderung memarginalkan perempuan dalam
mendapatkan haknya. Sementara Islam dalam al-Qur'an dan Hadis telah
mengangkat derajat manusia tanpa memandang status sosial dan kelamin, yang
berarti bahwa setiap hak azasi individu maupun sosial dilindungi. Selain itu UU

di suatu negara pun telah mengatur tentang bagaimana perlindungan dan

pelayanan pemerintah terhadap perempuan dalam mendapatkan hak kesehatan

reproduksi. Bahkan hal ini juga diperkuat dengan muncul dan berkembangnya

wacana feminisme dan gender sebagai wujud gerakan perlawanan perempuan

¢ DEPAG RI, a/-Qur'an..., h. 654



atas dominasi, marginalisasi dan eksploitasi dalam segala bidang. Terutama di
wilayah domestik yakni rumah tangga.

Di wilayah domestik tidak jarang terdapat perempuan yang berperan
ganda. Hal ini terlihat dari keseharian seorang istri yang memulai aktifitasnya
lebih dini dan istirahat paling akhir. Sebutan bahwa istri scbagai “konco
wingking” dengan tiga tugas “masak, macak, manak” seolah telah memperkuat
adanya diskriminasi perempuan dalam keluarga yang telah mengakar dan
mengadat dalam masyarakat. Sehingga istri yang dalam Islam diibaratkan
“tangan” tidak bisa sepenuhnya memposisikan dirinya sebagai parfner suami
dalam mengarungi rumah tangga. Sehingga tidak mengherankan jika dalam
realitas sering terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga baik
mental, fisik maupun seksual yang pada akhimya mcnimbulkan akibat-akibat
yang parah dan membahayakan bagi fungsi reproduksi dan tubuh mereka.

Berbicara soal reproduksi perempuan sesungguhnya adalah berbicara soal
tubuh perempuan berikut semua yang ada pada dirinya. Perempuan bukan hanya
seonggok tulang yang dibungkus daging dan kulit serta dihiasi dengan organ-
organ reproduksi, tetapi juga akal berikut naluri. Perempuan adalah manusia
dengan seluruh eksistensinya seperti halnya laki-laki. Namun, dalam rentang

waktu yang panjang, perempuan dipandang oleh banyak peradaban sebagai sosok



yang hadir untuk dinikmati secara seksual, berfungsi melahirkan sekaligus juga
direndahkan.’

Fakta sejarah telah memperlihatkan pada kita bahwa perempuan dalam
lintas peradaban adalah manusia yang termarginalkan hak-haknya. Satu contoh
perempuan pada masa pra Islam (zaman jahiliyyah), dimana perempuan menjadi
obyek kekerasah dan pemuas nafsu semata. Perempuan secara umum tidak
mempunyai peran di wilayah publik. Sehingga tidak mengherankan manakala
kebijakan-kebijakan yang muncul tidak memihak pada perempuan.

Lain halnya setelah Islam datang, secara perlahan Istam telah mengikis
paradigma masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk domestik bukan
publik. Di wilayah domestik pun perempuan tctap tidak bisa menentukan haknya
dalam hal berpendapat, reproduksi dan seksual. Keschatan perempuan
mempengaruhi semua aspek kehidupannya baik dalam keluarga maupun dalam
masyarakat. Sampai saat ini, pelayanan kesehatan bagi perempuan selalu
diartikan sebagai layanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. Padahal
keschatan reproduksi perempuan harus dipahami semenjak remaja, sehingga
informasi tentang reproduksi dan kesehatan reproduksi seharusnya diperoleh
semenjak remaja.

Pada September 1994 di Kairo, 184 negara menyepakati delapan (8)

penting Dalam hak kesehatan reproduksi , yaitu: konseling tentang seksualitas,

7 Ummu Fadhilah, Hek-hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspekktif Islam,
25/02/2006, www.ukhuwah.or.id



alat kontrasepsi, aborsi, infertilitas dan penyakit, pendidikan seksualitas dan
gender, pencegahan, skrinning dan pengobatan saluran reproduksi. Semua poin
memerlukan peran aktif pemerintah, sebagai pihak pemegang kebijakan dan
pembangunan pemahaman agama, sebagai yang melatarbelakangi pola pikir
sebagian masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sering menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga dan obyek ketidakpahaman akan pentingnya
mengetahui hal-hal terkait kesehatan reproduksi M

Misalnya, Hingga saat ini banyak perempuan yang mengalami kehamilan
tidak dikehendaki (KTD) dan berakhir pada penghentian kehamilan (aborsi)
tidak aman bahkan ada yang berakhir pada kematian. Hal ini disebabkan oleh
dua hal: pertama: perempuan senantiasa berada dalam posisi yang dipersalahkan,
baik secara hukum agama maupun norma masyarakat schingga mereka
cenderung memilih aborsi tidak aman yang tentunya membahayakan nyawanya.9
Kedua: stigma buruk masyarakat tentang penghentian kehamilan (aborsi)
berakibat pada enggamya pihak medis untuk melakukan tindak aborsi, kalaupun
bisa tentunya dengan biaya mahal. Hal ini juga berujung pada aborsi tidak aman.

Banyak faktor yang mendukung mengapa kondisi tersebut terus
berkembang di masyarakat hingga sekarang. Salah satu faktor penyebabnya

adalah sedikitnya pengetahuan masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan

$ Kalyanamitra, Kesehatan Reproduksi dan Kebijakan di Indonesia, 25/04/2007,

WWW. kalganamxtm or.id
Ulfah Anshor, Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, h. 1



hak kesehatan reproduksi perempuan padahal begitu pentingnya perhatian
terhadap persoalan ini.

Pemerintah pun dalam UU No.23 tahun 1992 (tentang keschatan) tcrus
berusaha menggalakkan pcrlindungan kepada perempuan dalam melayani hak
keschatan reproduksi. Hal ini dapat diketahui dari berbagai upaya pemerintah
dalam menggalakkan pelayanan kesehatan masyarakat seperti penyelenggaraan
keluarga berencana (KB). Tetapi banyak juga kasus keschatan masyarakat
khususnya kesehatan reproduksi perempuan yang luput dari perhatian
pemerintah. Sehingga banyak terjadi kematian ibu hamil akibat ketidaktahuan
akan kesehatan reproduksinya. Faktor lemahnya tenaga medis kita tunt menjadi
penyebab kurang maksimalnya upaya pemerintah dalam melayani kesehatan
masyarakat,

Uraian di atas, menjelaskan bahwa hak kesehatan reproduksi perempuan
sebagai bagian dari hak asasi manusia, dinilai masih memeriukan upaya banyak
pihak dalam menjadikannya jaminan kesechatan bagi perempuan. Dan yang perlu
menjadi pertanyaan untuk pembahasan selanjutnya adalah apakah dengan adanya
UU No. 23 tahun 1992 tentang keschatan akan mewujudkan perlindungan dan
jaminan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Dalam pembahasan selanjutnya,
hukum Islam akan dijadikan pisau analisis terhadap hak kesehatan reproduksi

perempuan menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.
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B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang hendak
dicari jawabannya lcwat skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana hak kesehatan reproduksi perempuan menurut UU No. 23 tahun
1992 tentang kesehatan?
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap hak keschatan reproduksi

perempuan menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan?

C. Kajian Pustaka

Persoalan tentang hak keschatan reproduksi perempuan merupakan salah
satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam mengkaji hukum Islam.
Hal ini bisa dimengerti karena menyangkut atau melibatkan berbagai persoalan
yang menyertainya, Studi tentang hak kesehatan reproduksi perempuan telah
banyak ditemukan dan dibahas oleh berbagai kalangan.

Sejauh pengamatan dan penelaahan yang penulis lakukan terdapat satu
skripsi dan beberapa buku yang mempunyai tema sama, skripsi tersebut berjudul
penolakan hak reproduksi perempuan sebagai alasan gugat cerai dalam perspektif
hukum Islam, skripsi ini disusun oleh Siti Khafsah pada tahun 2000.

Dalam karyanya ini, Siti Khafsah menguraikan tentang ketentuan umum
reproduksi perempuan dalam perspektif hukum Islam, yaitu reproduksi

perempuan adalah sebuah reproduksi biologis (perkembangbiakan keturunan),
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sehingga eksistensi manusia sebagai pengelola bumi dapat terjaga. Di dalam
karyanya ini Siti Khafsah juga menguraikan salah satu alasan perceraian karena
keengganan (penolakan) suami terhadap istri yang dianggap sebagai sikap
ketidakadilan suami terhadap istri dalam memenuhi kewajiban batin. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU
no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Disinilah perbedaan pembahasan penulis
dengan karya Siti Khafsah. Dalam karya tulis ini, penulis mengkaji hak
kesehatan reproduksi perempuan baik dalam wacana umum yang menjadi isu
global kemanusiaan dan mendapat perlindungan hukum yaitu UU no.23 tahun
1992 tentang keschatan maupun isu kesetaraan gender dari sudut pandang yang
secara langsung mengupas dalil-dalil tentang perlindungan hak-hak perempuan,
salah satunya adalah hak kesehatan reproduksi.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan lain dapat ditemukan dalam buku
Fikih Aborsi (wacana penguatan hak reproduksi perempuan) yang ditulis oleh
Maria Ulfah Anshor, Beliau mengulas tentang masalah fikih aborsi sebagai
alternatif untuk memberikan penekanan pada pentingnya pelayanan kesechatan
reproduksi yang komprehensif bagi perempuan untuk mencegah kematian.
Dalam bukunya ini, Maria Ulfah Anshor mencoba menggali data-data terkait
legalisasi aborsi dalam perspektif Islam dan Imam empat Mazhab dengan tujuan
penguatan wacana pentingnya kesehatan reproduksi bagi perempuan. Fokus

kajian Maria Ulfah tentang fikih aborsi merupakan sisi bahasan yang berbeda
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dengan fokus kajian penulis. Dalam karya ini, kajian penulis tentang hak
kesehatan reproduksi perempuan memiliki cakupan yang lebih luas, karena aborsi
merupakan salah satu poin dari empat poin kesehatan reproduksi perempuan
yang secara gamblang akan dibahas selanjutnya.

Dari berbagai kajian pustaka yang telah penulis kemukakan maka
terlihatlah bahwa kajian kali ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu tentang
Tinjauan hukum Islam terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan menurut

UU No. 23 tahun 1992 tentang keschatan.

D. Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan:
1. Memahami hak kesehatan reproduksi perempuan menurut UU No.23 tahun
1992 tentang kesehatan dalam perspektif Islam.
2. Menganalisis hak kesehatan reproduksi perempuan menurut UU No.23 tahun
1992 tentang keschatan dengan menggunakan hukum Islam sebagai pisau

analisis.

E. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:
1. Dari segi teoritis, hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak

kesehatan reproduksi perempuan menwrut UU No.23 tahun 1992 tentang
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kesehatan diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam

arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah

teori yang sudah ada.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan

suatu ilmu di masyarakat untuk lebih mengenal hak kesehatan reproduksi

perempuan.

F. Definisi Operasional

Hukum Islam

Hak kesehatan reproduksi

Perempuan

: Hukum Islam yang digunakan untuk

menganalisis data tentang hak keschatan
reproduksi perempuan adalah fikih yaitu ilmu
yang mempelajari hal 7hwaltentang perempuan
yang mengatur tentang hak dan kewajiban

perempuan berdasarkan al-Qur’an dan Hadis.

. Adalah hak yang dimiliki perempuan karena

memiliki fungsi reproduksi untuk mendapatkan
informasi dan pelayanan, menentukan atau
memutuskan dan bertanggungjawab berkenaan
dengan kehidupan seksual dan kesehatan

reproduksinya tanpa diskriminasi.
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UU No. 23 tahun 1992 : Adalah UU tentang Keschatan yang mengatur
Tentang keschatan bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga
kesehatan masyarakat dalam lingkup individu
dan keluarga termasuk tentang kesehatan
reproduksi perempuan yang meliputi: hak
aborsi dalam pasal 15, hak mengatur kehamilan
dan kelahiran dalam pasal 13, dan hak
perlindungan terhadap kesehatan reproduksi

perempuan dalam pasal 14.

G. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikampulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah terkait dengan hak
kesehatan reproduksi perempuan menurut UU No 23 tahun 1992 tentang
kesehatan, yang meliputi:
a. Hak aborsi
b. Hak Mengatur Kehamilan Dan Kelahiran
¢. Hak Perlindungan Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan
dan hak reproduksi perempuan dalam perspektif Islam yang nantinya menjadi
pisau analisis, yang meliputi:

a. Khitan Perempuan
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Hak Menentukan Perkawinan

Hak Menikmati Hubungan Seksual
Hak Menolak Hubungan Seksual
Hak Menentukan Kehamilan

Hak Aborsi Hak Aborsi

. Sumber Data

Sesuai dengan obyek kajian, maka peneclitian yang penulis lakukan

dapat digolongkan sebagai penclitian kepustakaan. Dalam hal ini penulis

berupaya mengumpulkan data tertulis menyangkut hak kesehatan reproduksi

perempuan. Sumber data tersebut adalah:

a.

b.

UU No. 23 tahun 1992 tentang Keschatan.

Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Maria
Ulfah Anshor.

Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi,
Istibsyaroh.

Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Figih Pemberdayaan,
Masdar F. Mas’ udi

Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, Husein
Muhammad

Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan, Zaitunah Subhan

Kesehatan Reproduksi (Panduan Bagi Perempuan), Zohra Andi Baso dan

Judi Raharjo.
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h. Meniti Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan, NKE Triwijati
dan Bekti Dwi Andari
3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang dibahas
dalam skripsi ini dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Teknik ini
digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku, surat
kabar, jurnal, majalah, artikel yang bersifal akademik atau literatur-literatur
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dengan mengutip secara
langsung maupun tidak langsung.
4. Teknik Analisis Data
Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif analitik
dengan pola berpikir deduktif:

a. Deskriptif analitik yakni dengan membuat gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap
apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai
dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut.

b. Deduktif, yaitu tehnik yang digunakan penulis untuk menganalisis data
yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan.

c. Induktif, yaitu tehnik yang digunakan penulis unt uk menganalisis data.
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H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi maka penulis

membuat sistematika pembahasan menjadi 5 Bab yang teratur scdcmikian rupa.

sehingga, antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya saling berkaitan dan

merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Dari beberapa bab tersebut

dibagi lagi sub-sub perincian sebagai berikut:

BABI

BABII

BAB III

: Pendahuluan, bab ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang

berkenaan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari
sub-sub bab yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.

: Hak Keschatan Reproduksi Perempuan Dalam Islam. Bab ini

memuat uraian tentang hak kesehatan reproduksi perempuan yang
meliputi: khitan perempuan, hak menentukan perkawinan, hak
menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak

menent ukan kehamilan dan hak aborsi.

: Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Menurut UU no.23 tahun

1992 tentang keschatan. Bab ini memuat uraian tlenlang
pengertian dan masalah kesehatan reproduksi perempuan dan hak
kesehatan reproduksi perempuan menurut UU No.23 tahun 1992

yang meliput: hak aborsi, Hak Mengatur Kehamilan dan



BABIV

BABV
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Kelahiran, serta Hak Perlindungan Terhadap Kesehatan

Reproduksi Perempuan.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi

perempuan Menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
Bab ini memuat uraian tentang analisa hukum Islam terhadap hak
kesehatan reproduksi perempuan menurut UU No. 23 tahun 1992

tentang keschatan.

: Bab Kelima ini merupakan bab penutup yang berisikan

kesimpulan dan saran.



BAB II

HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM

Sepanjang sejarah peradaban manusia, perempuan selalu diposisikan sebagai
pihak kedua bahkan dimarginalkan dalam budaya patriarki yang cenderung
memposisikan laki-laki dalam segala sendi kehidupan. Sehingga tidak mengherankan
manakala muncul anggapan bahwa perempuan adalah “konco wingking’, hal yang
bisa dimaknai sebagai penjajahan hak-hak perempuan secara halus.

Dominasi laki-laki atas perempuan dalam lintas generasi terlihat dari
seberapa jauh perempuan mampu berkiprah melindungi hak-haknya sampai saat ini.
Satu contoh dalam budaya jawa perempuan selalu diposisikan dalam tiga hal, yaitu
“masak, macak, manak”, hal ini otomatis menutup kesempatan perempuan untuk
mengambil bagian atas peran dan fungsinya sebagai makhluk sosial.

Sejarah pra-Islam mencatat bagaimana kaum perempuan diperlakukan.
Memang bukan hal yang baru ketika harus mengungkap sejarah masyarakat Arab
jahiliyyah, karena bagaimanapun juga Islam lahir dalam wilayah dan kondisi yang
seperti itu. Pada masa Arab jahiliyyah, perempuan dianggap sebagai makhluk yang
sangat hina, mereka hanya dipandang sebagai makhluk pemuas nafsu, selebihnya
sebagai pembantu rumah tangga. Islam sebagai agama yang rahmatan lil *alamin

sedikit demi sedikit mengangkat stigma buruk masyarakat terhadap perempuan.

19
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Dengan serta merta perempuan ditempatkan pada posisi sebagaimana mestinya yang
ditentukan Sang Maha Pencipta sebagai manusia mulia. Islam memposisikan
perempuan sebagai ibu generasi. Dan sebagai mitra laki-laki, perempuan memiliki
kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Lantas bagaimana kemudian Islam
membincang hak kesehatan reproduksi.

Dalam memelihara dan mendapatkan pelayanan kesehatan laki-laki dan
perempuan memiliki hak yang sama. Hal ini tentu saja berdasarkan pada pesan-pesan
dalam al-Qur’an bahwasannya bagi perempuan terdapat beberapa hak kesehatan

seperti halnya yang ada pada diri laki-laki."

A. Hak-hak Kesehatan
1. Kesehatan mental
Al-Qur’an banyak berbicara tentang penyakit mental. Mereka yang
lemah iman dinilai oleh al-Qur’an sebagai orang yang memiliki penyakit di
dalam dadanya. Islam memberikan petunjuk tentang tugas dan fungsi orang
tua dalam merawat dan mendidik anak, agar dalam hidupnya berada dalam
jalan yang benar, sehingga terhindar dari malapetaka kehidupan baik di dunia

maupun di akhirat.? Hal ini seperti tersebut dalam al-Qur’an sebagai berikut:

' Hilyatuzzahrah, Kesebatan Perempuan dalam Islsm, 11/07/2007, www.iig-

psw.blogspot.com
? Hilyatuzzahrah, Kesehatan Perempuan..., 11/07/2007, www.iig-psw.blogspot.com
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Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. at-

Tahrim 66: 6)°

Islam memerintahkan kepada para ibu dan bapak agar menciptakan
suasana tenang, dan mengamalkan ajaran Islam pada saat bayi berada di
dalam kandungan. Karena para psikolog berpendapat bahwa sebagian
kompleks kejiwaan tercipta pada saat janin masih berada di perut ibu, atau
bahkan pada saat pembuahan. Mengenai hal ini, telah diisyaratkan dalam
hadi's—hadi's nabi, jauh sebelum hal ini menjadi bahan penelitian oleh para
psikolog.*

Pengokohan penerapan nilai-nilai Islam oleh orang tua dalam
keluarga merupakan landasan fundamental bagi perkembangan kondisi atau
tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera. sebaliknya, apabila terjadi
pengikisan atau erosi nilai-nilai Islam dalam keluarga, atau juga dalam

masyarakat, maka akan timbul malapetaka kehidupan yang dapat

menjungkirbalikkan nilai-nilai kemanusiaan.

* DEPAG R, 4/-Qur’an..., h.951
* Hilyatuzzahrah, Kesehatan Perempuan..., 11/07/2007, www.iig-psw.blogspot.com



22

Untuk menciptakan keluarga sebagai lingkungan yang kondusif bagi
perkembangan mental yang schat, suasana sosio psikologis keluarga yang
bahagia, khususnya perkembangan karakteristik pribadi anak'yang saleh,
agama Islam telah memberikan petunjuk atau rambu-rambu, yang di
antaranya adalah sebagai berikut:* Membangun keluarga melalui pernikahan
yang sah berdasarkan syariat atau ketentuan agama.

a. Pernikahan hendaknya didasarkan kepada niat beribadah kepada Allah.
Dengan demikian, suami-istri, ibu-bapak dan anak adalah mitra dalam
beribadah kepada Allah.

b. Pada saat berhubungan suami-istri, hendaknya berdoa kepada Allah agar
diberi anak yang terhindar dari godaan setan.

c. Pada saat istri mengandung, hendaknya melakukan beberapa amalan
ibadah. Hal ini berlaku tidak hanya untuk pihak yang mengandung saja
(perempuan), tetapi pihak laki-laki (suami) juga wajib mengamalkannya.

d. Menciptakan pola pergaulan yang ma'ruf (baik atau harmonis) antara
suami-istri, atau orang tua-anak.

Jika kelima hal tersebut terpenuhi maka, akan tercipta keluarga
yang harmonis. Ini berarti, hak perempuan untuk mendapatkan keschatan
mental terpenuhi, karena rasa damai dan kasih sayang serta perhatian

berlimpah yang diberikan kepadanya.

3 Hilyatuzzahrah, Kesehatan Perempuan..., 11/07/2007, www.iig-psw.blogspot.com
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2. Kesehatan fisik
Kesehatan mental bergantung pada ketenangan batiniah, sedangkan
keschatan fisik bergantung pada kebersihan lahiriah, ini sesuai dengan apa
yang tersebut dalam al-Qur’an:
o8 0 .7 .0 2. o2 7 . P
45y Ayl ey

Artinya: “Dan pakaianmu bersihkanlah, dan segala macam kekotoran
(perbuatan dosa)”. (QS. Al-Muddatstsir 74: 4-5)°

Dari beberapa prinsip pokok tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa Islam bertujuan memelihara agama, akal, jiwa, kesehatan dan harta
benda seluruh umat manusia. Islam sangat menghormati hak-hak asasi
manusia, yang merupakan anugrah Allah, tanpa membedakan suku, bangsa,
ras dan jenis kelamin. Dari ayat di atas tidak ditemukan pernyataan yang
membedakan hak dan kewajiban memelihara kesehatan fisik antara laki-laki
dan perempuan.

3. Keschatan Reproduksi

Islam memberikan hak-hak reproduksi yang secimbang antara laki-
laki dan perempuan. Berbeda dengan tradisi jahiliyah di kawasan Timur-
Tengah yang seolah-olah menganggap reproduksi sebagai domain laki-laki,
dengan kata lain segala yang berkaitan dengan hal tersebut ditentukan oleh

mereka. Perempuan tidak mempunyai hak apapun, bahkan hanya menjadi

 DEPAG RI, a/-Qur’an..., h.992
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obyek pemuas nafsu laki-laki. Perempuan yang cantik dipaksa melacurkan
diri. Ketika suami mereka meninggal dunia, tidak mendapatkan hak waris,
malah dapat diwarisi oleh anaknya. Selanjutnya, Al-Qur’an diturunkan
dengan salah satu misi utama /i rafi darajat an-nisa’ (untuk meninggikan
derajat perempuan).7 Perempuan di dalam Al-Qur’an mendapat perhatian
sangat istimewa, suatu perhatian yang tidak pernah diberikan kepada
siapapun selain perempuan.

Ketika Islam datang dan Al-Qur’an diwahyukan, kaum perempuan
memperoleh kemerdekaan sejati. Urusan reproduksi berangsur-angsur
menjadi hak bersama antara laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki tidak
lagi dapat seenaknya memilih pasangan dan menentukan jodoh, karena
dibatasi oleh konsep kescrasian dan keselarasan (kafa'ah). Laki-laki juga
tidak boleh seenaknya mengawini perempuan tanpa batas, tetapi dibatasi
sampai empat orang, itupun setelah memenuhi kriteria yang amat ketat.
Sebaliknya perempuan juga mempunyai hak untuk menerima atau menolak
calon yang diajukan kepadanya. Selain itu perempuan juga dapat melamar
calon yang dianggap cocok untuknya, seperti yang telah dicontohkan oleh
Khadijah istri Rasulullah. Hak-hak seksual tidak lagi merupakan hak utama
laki-laki, tetapi perempuan juga diberikan hak "meminta" atau "menolak"

sesuai dengan kondisi obyektif fisik perempuan.

" Hilyatuzzahrah, Kesehatan Perempuan. .., 11/07/2007, www.iig-psw.blogspot.com
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Hak-hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak-hak
perempuan, dan hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi
manusia.hal ini cukup menegaskan bahwa persoalan hak-hak reproduksi
perempuan sangat penting untuk dibicarakan oleh masyarakat luas.

Dalam pandangan banyak agama, tanggung jawab dan beban
terbesar tentang proses reproduksi lebih bertumpu dan dibebankan pada
perempuan. Perempuan ditempatkan sebagai obyek terutama mengenai
elemen-elemen reproduksi, bahkan lebih ironis lagi apabila terjadi kesalahan,
maka kesalahan dibebankan kepada perempuan. Padahal, dalam kaitannya
dengan hak kesehatan reproduksi al-Qur’an menekankan prinsip keadilan dan
adanya penghormatan terhadap hak-hak tersebut’, sebagaimana disebutkan

dalam al-Qur’an sebagai berikut:

2. 2
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Artinya: “ Kami pesankan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu
dan bapaknya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payal,
dan melahirkannya juga dengan susah payah, hingga menyapihnya
selama tigapuluh bular’. (QS.al-Ahqaf 46:15)"°

Oleh karenanya, ada persepsi yang menempatkan perempuan
sebagai obyek seksualitas dalam satu sisi dan obyek kesalahan di sisi yang

lainnya terkait dengan persoalan hak-hak reproduksi. Persepsi semacam ini

lahir karena adanya kesenjangan antara aturan dengan realitas, kesenjangan

® Husein Muhammad, /s/am Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pessntren, h.257
® Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, h.6
Y DEPAG Rl, a/-Qur’sn..., h.824
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antara ajaran Islam dengan realitas sosial dari kacamata antropologis.
Sehingga, Pandangan ini pada akhirnya membawa implikasi-implikasi serius
pada persoalan hak-hak reproduksi perempuan. Sejumlah masalah reproduksi
perempuan dalam banyak literatur Islam klasik, dikemukakan dengan tetap
memposisikan perempuan sebagai makhluk biologis untuk kenikmatan laki-
laki."

Yang dimaksud dengan hak reproduksi perempuan adalah hak yang
dimiliki perempuan karena memiliki fungsi reproduksi yang diberikan Tuhan,
sehingga harus dijamin pemenuhan akan hak-haknya.'?

Sementara dalam Islam, hak-hak reproduksi perempuan tidak lain
adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi
reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang
dimiliki oleh kaum laki-laki (suami/ayah) sebagai pengemban fungsi

reproduksi (pencari nafkah)'’. Sebagaimana tersebut dalam al-Qur’an:

L * - ° 2 o7, s 20 2 27
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Artinya: “ ...Bagi perempuan (istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban
atau beban yang dipikulnya, yang harus dibayar oleh laki-laki
(suami) dengan cara yang ma’ruf..”. (QS. Al-Bagarah 2:228)"

" Husein Muhammad, Hak-hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Perspektif Islam,
30/06/2004, www.detiknews.com

2 'Maria Ulfah..., Fikih Aborsi...,h. 2

B Masdar F. Mas'udi , Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Figih
Pemberdayaan, h. 74

" DEPAG RI, a/-Qur’an..., h. 55
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Sebagai pengemban tugas reproduksi , perempuan (ibu) memiliki

hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami). Ada tiga kategoi'i hak-

hak perempuan (ibu) sebagai pengemban fungsi reproduksi, yaitu:'’

a. Hak jaminan keselamatan dan kesehatan, hak ini mutlak dimiliki oleh

seorang ibu mengingat besarnya resiko yang ditanggungnya, mulai
dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan dan
menyusui.

Hak jaminan kescjahteraan bukan saja selama proses-proses vital
reproduksi  seperti: mengandung, melahirkan dan menyusui
berlangsung, melainkan juga di luar masa-masa itu dalam statusnya

sebagai istri dan ibu. Seperti tersebut dalam al-Qur’an:

0. 2 8. 70 .
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Artinya: “  ...Di atas pundak ayah terletak tanggungjawab
memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu dan
anak-anaknya, secara ma’ruf’. (QS. al-Bagarah
2:233)'¢

Hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan

perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses

reproduksi.

" Masdar F. ..., Is/an: dan Hak-hak Reproduksi Perempuan..., h. 75-77
' DEPAG RI, a/-Qur’an..., h. 57
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Ummu Fadhiilah'” dalam salah satu artikelnya tentang reproduksi
mengartikan kesehatan reproduksi (atau biasa disebut dengan ‘“kespro”)
adalah suatu keadaan utuh secara fisik, mental dan sosial dari penyakit dan
kecacatan dalam semua hal yang berhubungan dengan sistem, fungsi dan
proses reproduksi.

Definisi kesehatan reproduksi tersebut pertama kali diluncurkan
pada tahun 1994 dalam sebuah konferensi internasional yang membahas
populasi penduduk dunia dan pembangunan di Kairo Mesir. Dalam rencana
aksi konferensi tersebut dan juga dalam rencana aksi Konferensi Dunia
tentang Perempuan IV satu tahun kemudian (Beijing, 1995)!8, perempuan
diakui memiliki empat macam hak dasar, yaitu:'?

a. Hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan
scksual;

b. Hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan
reproduksi yang bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan.

c. Hak untuk bebas memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak-anak
serta hak untuk memperoleh informasi sekaligus sarananya.

d. Hak untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan hubungan seks.

"7 Ummu Fadhiilah, Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Pandangan Islam,
25/02/2006, www.ukhuwah.or.id

'® Maria Ulfah..., Fikil Aborsi..., h.3

' Ummu Fadhiilah, Hak-bak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Pandangan Islam,
25/02/2006, www.ukhuwah.or.id
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Keempat hak tersebut dirumuskan diatas landasan pemikiran
feminis yang lahir dari ide sekuler-liberal. Dengan prinsip dasar hak asasi
individu, hak untuk menentukan nasib sendiri serta integritas dan
kepemilikan tubuhnya sendiri, perempuan bebas mengambil keputusan untuk
melakukan apapun yang terkait dengan reproduksi seksualnya.

Konsep kesehatan reproduksi dilandaskan pada pandangan
kesetaraan gender. Dimana perempuan memiliki hak otonomi atas tubuhnya
sendiri, penentuan nasibnya sendiri, integritas dan kepemilikan tubuhnya
yang menjadi prinsip-prinsip pokok kesehatan serta hak-hak reproduksi dan
seksual perempuan. Dalam konteks ini kemudian perempuan memiliki hak-
hak reproduksi.

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat
manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui
anak.”® Fungsi reproduksi yang begitu berat ini diapresiasikan al-Qur’an
dalam sebuah ayat sebagai berikut:

#0 ., " J’: ’r . ’6// !o’ Ors . !o, !‘ oy s » $- 0 os .o ’./go % -
,,,l,@.& O)JL\.L :.sw_,:tl.o:-j u;i:aqb_})u;s‘uii.lp\ih«:-%?.\{l}idlwgi \.;:.a)}

-

Artinya: “ Kami pesankan sungguh-sungguh kepada umat manusia untuk
berbuat baik kepada ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya
dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah,
mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan...”.
(QS. Al-Ahgaf 46:15)*

2 Masdar F. ... , Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan..., h. 71
' DEPAG R, a/-Qur’sa..., h. 824
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Ayat di atas menerangkan betapa mulianya kedudukan seorang ibu,
yang menjadi pertanyaan kemudian adalah: jika derajat seorang ibu di mata
anak bisa tiga kali lipat dibanding ayah, mengapa dihadapan suami sendiri
derajat ibu (istri) bisa terpuruk dibawahnya?. Hal ini disebabkan faktor
budaya dan tradisi yang memposisikan perempuan sebagai seorang abdi yang
selalu harus taat dengan mengabaikan akal dan hati yang ada pada dirinya
sebagai manusia merdeka. :Selain itu juga, faktor penafsiran al-Qur’an yang
demikian statis dan cenderung tradisionalis tanpa memperhatikan perubahan
zaman dan tuntutan akan modernisme, dimana seorang perempuan juga
mempunyai hak atas wilayah publik. Hal-hal yang sifatnya penafsiran
tradisionalis dan mentradisi inilah yang menjadi faktor kurang
diperhatikannya hak kesehatan reproduksi perempuan. Hak-hak yang

seharusnya melekat padanya selaku pengemban fungsi reproduksi.??

22 Masdar F. ..., Islam dan Hak-hak Reproduksi..., h.74
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B. Hak-hak Reproduksi Perempuan

1.

Khitan Perempuan

Dalam khasanah agama, khitan atau sunat pada laki-laki atau
perempuan memang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Khitan dilakukan
sebagai simbol ikatan dan perjanjian suci dengan Tuhan. Sementara dalam
sejarah masyarakat, khitan ditemukan sejak abad kedua sebelum masehi,
khusus khitan perempuan ditemukan pada patung Mesir kuno abad keenam
belas Masehi.”

Pada tahun 2003 ada penelitian yang dilakukan dibeberapa wilayah
di Jawa Timur. Dari 300 perempuan yang diwawancara tentang khitan
perempuan, hanya dua orang yang tidak melakukannya. Mereka menolak
karena dari sisi kesehatan tidak ada keuntungannya sama sekali. Gambaran
seperti ini serupa juga dengan gambaran di berbagai wilayah di dunia. Dari
26 negara di Afrika, 99% perempuan mengalami khitan. A

Jika diperhatikan cara khitan di satu wilayah berbeda dengan cara
khitan di wilayah lain. Di Afrika misalnya, mempraktekkan khitan dengan
memotong bibir dalam kelamin (/abia minora) atau dengan cara invubilasi
yaitu, pemotongan bibir luar vagina (/abia mayora) yang kemudian dijahit
lagi dengan menyisakan lubang di vagina untuk keluarnya darah menstruasi,

hal ini dikenal sebagai genital mutilation (pemotongan genital). Di

2 NKE Triwijati dan Bekti..., Meniti Keschatan Reproduksi..., h.78
2 Ibid, h.79
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Indonesia, praktek khitan dapat dijumpai di Madura, Jawa Tengah, Lampung,
Sulawesi dan wilayah lainnya dengan cara yang juga berbeda-beda. Misalnya,
ada yang dengan mencukil atau memotong sebagian dari ujung klitoris.
Tetapi ada juga yang melakukannya secara simbolis, misalnya menggores
atau memotong kunyit di atas klitoris.”

Khitan perempuan adalah masalah dini dari persoalan reproduksi
perempuan. Mengenai khitan al-Qur’an sendiri tidak menyebutkannya secara
eksplisit baik untuk khitan laki-laki maupun perempuan. Kitab suci ini hanya
menyebut “hendaklah kamu mengikuti tradisi nabi Ibrahim”. Para ahli tafsir
kemudian menyebut khitan sebagai salah satu tradisi Ibrahim. Pandangan
mainstream kaum muslimin menunjukkan bahwa khitan perempuan adalah
perlu. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali menyatakan khitan perempuan
adalah kemuliaan atau penghormatan. Sementara mazhab Syafi’l yang
menjadi basis keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia, menyatakan
khitan perempuan adalah wajib seperti laki-laki. Khitan adalah kewajiban,
ibadah dan syiar agama.”® Pendirian tersebut didasarkan atas hadis nabi :
“potonglah ujungnya dan jangan berlebihan karena itu akan membuat wajah

dia (perempuan) berseri-seri dan menyenangkan laki-laki™’.

25 :
1bid., h.79
% Husein Muhammad, Hak-bak dan Kesehatan Reproduksi Perempusn Perspektif Islam,
30/06/2004, www.detiknews.com
27 Sunan Abu Daud, IV/368
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Secara logika pemotongan bagian tubuh perempuan yang paling
sensitif ini atau klitoris sulit dimengerti, apa gunanya?. Ini tentu berbeda
dengan khitan laki-laki. Pemotongan klitoris boleh jadi justru menghilangkan
kenikmatan seksual perempuan. Kalau demikian, pernyataan nabi ini
seharusnya dapat diinterpretasikan sebagai respon nabi atas budaya khitan
yang masih berakar kuat dalam masyarakat Arab waktu itu sambil berusaha
melakukan reduksi atasnya secara persuasif dan bertahap. Soalnya
penghapusan budaya secara serta merta akan menimbulkan resistensi yang
besar dari masyarakat. Dengan begitu pernyataan itu juga dapat mengarah
pada upaya penghapusannya terutama ketika praktek khitan perempuan
tersebut menurut pertimbangan kesehatan (medis) tidak memberikan
manfaat apalagi menyakiti atau merusak anggota tubuh.?®

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang dikutip oleh Husein
Muhammad dalam bukunya “Figih Perempuan: refleksi kiai atas wacana
agama dan gender” menyebutkan dua pendapat tentang khitan yaitu:
pertamna, pendapat yang mengatakan bahwa khitan itu wajib, baik untuk laki-
laki maupun perempuan. Pendapat ini dipelopori Imam Syafi’L. khitan wajib
bagi perempuan yang ujung klentitnya cukup menonjol, seperti para
perempuan daerah timur. kedus, pendapat yang mengatakan bahwa khitan itu

tidak wajib, pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas ulama dan scbagian

2% Husein Muhammad, Hak-hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Perspektif Islam,
30/06/2004, www.detiknews.com
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ulama madzhab Syafi’i. mereka menyatakan bahwa khitan bagi laki-laki
wajib karena khitan dengan memotong “kulup” adalah sangat positif. Karena
selain berpotensi menyimpan penyakit kelamin, ia juga menyebabkan
terjadinya pemancaran dini (ejaculation seminis), sebab kepala penis yang
ber "kulup” lebih sensitif daripada tidak ber’kulup”. Sehingga khitan bagi
laki-laki sehat secara medis dan akan memperlama berlangsungnya
hubungan seksual. Sebaliknya khitan bagi perempuan justru sangat negatif
dari sudut kebutuhan seksual karena akan mengurangi kenikmatan. Sebab,
ujung klentit adalah organ seks perempuan yang cukup sensitif terhadap
gesekan dan rangsangan yang akan membawa kenikmatan prima. Oleh karena
itu, rangsangan perempuan akan berkurang, gairahnya lemah dan susah
memperoleh kenikmatan (orgasme).”

Secara mental, pemotongan organ vital (c/itoris) akan terekam
dalam otaknya dan dirasakan oleh yang bersangkutan. Dalam arti, sesuatu
yang menyakitkan dan yang terjadi pada tubuhnya dan diluar persetujuannya
akan membekas sekalipun tidak selalu ia sadari saat dewasa, dimana dia
tidak punya kendali atas tubuhnya sendiri. Keputusan-keputusan terhadap
apa yang terjadi pada tubuhnya lebih ditentukan oleh orang lain, dengan
alasan-alasan yang sulit dibantah, seperti alasan agama. Hal ini sangat

berbeda dengan khitan pada laki-laki. Pada laki-laki khitan dilakukan pada

51

* Husein Muhammad, Figik Perempuan: Refleksi Kisi atas Wacana Agama dan Gender, h.



35

waktu ‘agi/ balig (mereka sudah cukup besar untuk ditanya sudah berani atau
belum).*

Disadari atau tidak, dengan alasan agama atau tradisi, praktek ini
telah membuat perempuan merasa bahwa sejak kecil telah dilatih untuk
belajar bahwa dia tidak mempunyai hak untuk menentukan apa yang terjadi
pada dirinya, terutama yang berkaitan dengan seksualitasnya.

. Hak Menentukan Perkawinan

Manusia disamping makhluk berakal.vadalah makhluk seksual,
organ-organ tubuhnya bergerak dan memiliki fungsi serta kebutuhan masing-
masing. Sehingga wajarlah, jika dalam kehidupannya manusia selain
memiliki kecenderungan hidup sosial juga memiliki kecenderungan terhadap
seks, sebagai sarana pemenuhan hasratnya, dengan aturan dan tuntunan,
karena manusia bukan binatang, melainkan makhluk berakal.

Seks adalah naluri yang ada dalam diri manusia. Sementara dalam
Islam semua naluri kemanusiaan mendapat tempat yang berharga dan
terhormat. Seperti halnya naluri seksual yang harus disalurkan dan tidak
boleh dikekang. Karena pengekangan naluri seksual akan berdampak negatif,
tidak hanya berbahaya pada tubuh, tetapi juga pada kejiwaan seseorang,.

Pernikahan pada dasarnya merupakan suatu aturan yang dibuat

untuk melegalisasi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan

% Tbid., h. 82
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(hubungan persetubuhan) dalam ikatan yang disahkan secara agama dan
hukum.

Dalam masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat
Islam berkembang anggapan bahwa soal jodoh bagi anak laki-laki adalah
urusan Tuhan, sedang bagi anak perempuan adalah urusan orang tua (ayah).
Merupakan hal yang /umrah bila seorang anak gadis akan dikawinkan besok,
tapi hari ini belum melihat wajahnya. Dalam Islam hal ini disebut dengan hak
ijbar, yaitu hak menentukan secara sepihak siapa calon suami untuk anak
gadisnya.’’ Akan tetapi pada masa sekarang keberadaan hak ifbar mulai

pudar, hal ini sesuai dengan hadis sebagai berikut:

(WabJ,)LﬁML&SUWL}OSMﬂU WJOALMJ"‘(-YL..

Artinya: “ Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya,
sedangkan anak gadis harus didengar persetujuannya, dan
diamnya itulah persetujuannya”’. (HR Muslim)*

Mayoritas ahli fikih mendefinisikan nikah sebagai hak laki-laki atas
tubuh perempuan untuk tujuan penikmatan seksual. Meskipun dengan bahasa

yang berbeda, tetapi mereka sepakat bahwasannya pernikahan adalah akad

yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh

*! Masdar F...., Is/lam dan Hak-hak Reproduksi..., h.88
2 Imam Malik Bin Annas, Al Muwatto’h. 331
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kesenangan dari tubuﬁ seorang perempuan, karena mereka sepakat bahwa
pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki.”

Al-Qur'an memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama
dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak atas laki-laki. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pemikahan sebagai suatu perjanjian hukum yang
memberikan hak seksual kepada laki-laki dan perempuan untuk tujuan-tujuan
yang dikehendaki bersama. Sebagaimana tersebut dalam al-Qur’an sebagai

berikut:
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Artinya: “ Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang safu dan
daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang
kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa
ringan (sampai beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa
berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Alloh, Tuhannya
seraya berkata: ‘sesungguhnya jika engkau memberi kami anak
yang sempurna, lentulah kami termasuk orang-orang yang
bersyukur””. (QS. Al-A’raf 7:189)*

Ayat di atas menunjukkan bahwasannya Islam bertujuan
menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam pernikahan. Karena itu

suami istri harus saling membantu. Perempuan merupakan tempat berteduh

3 Husein Muhammad, Hak-Hak dsn Keschatan Reproduksi Perempusn Perspektif Islam,
30/06/2004, www.detiknews.com
* DEPAG RI, a/-Qur’sn..., h.253
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bagi laki-laki secara fisik dan emosional sekaligus, schingga dari ikatan ini
akan tumbuh rasa kasih sayang di antara keduanya dan anak-anaknya.>
3. Hak Menikmati Hubungan Seksual

Sebagai makhluk biologis, laki-laki dan perempuan memiliki
kebutuhan yang sama dalam hal menikmati kehidupan seksual (coitus).
Kebutuhan akan seks adalah fitrah.”® Dalam Islam kebutuhan seks manusia
itu harus disalurkan melalui ikatan perkawinan yang oleh al Qur-an disebut
sebagai “mitsag ghalizha’, perjanjian yang kuat Tetapi dalam banyak
literatur fikih Islam, hak penikmatan seksual tampak hanya menjadi milik
laki-laki. Hak-hak seksual perempuan direduksi, jika tidak boleh disebut
dinafikan. Pendapat terkuat dari mazhab al Syafi’i, misalnya, berpendirian
bahwa kewajiban laki-laki (suami) melayani kebutuhan seksual perempuan
hanya sekali seumur hidup perkawinan mereka. Ini juga hanya karena
tuntutan moral belaka. Selebihnya adalah tergantung pada laki-laki (suami)
untuk memenuhinya atau tidak. Dengan arti lain, laki-laki (suami) berhak
atas kenikmatan seksnya kapan saja, dan perempuan (isteri) wajib
memenuhinya.’’

Pandangan lebih baik dikemukakan oleh mazhab Maliki, meskipun

masih tetap bias. la mengatakan bahwa suami wajib melayani kebutuhan

s Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi, h.105

¢ Husein Muhammad, fs/lam Agama Ramah Perempuan: Pembelasn Kisi Pesantren , h.263

*" Husein Muhammad, Hak-hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Perspektif Islam,
30/06/2004, www.detiknews.com
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seksual isteri hanya jika penolakannya akan menimbulkan penderitaannya.
Pandangan para ahli fikih ini merupakan akibat dari pendapat mercka tentang
arti perkawinan. Kebanyakan ahli fikih sepakat bahwasannya yang dimaksud
dengan pernikahan adalah akad yang memberikan hak kepada laki-laki untuk
penikmatan tubuh perempuan, schingga perempuan lebih dipandang sebatas
sosok tubuh dan organ-organ reproduksi yang menarik dan patut untuk
dinikmati, bukan lggi sebagai tubuh yang utuh dengan akal dan hati, dengan
hasrat, keinginan dan cita-cita atas nama kemanusiaan.

Pada sisi lain pandangan ahli fikih di atas tampaknya berpijak pada
argumen hadis nabi yang dibaca harfiyah dan diinterpretasikan secara bias.
Nabi saw menyatakan bahwa perempuan yang menolak hasrat seksual
suaminya dikut uk malaikat sampai pagi.3°8 Wacana keagamaan ini tampaknya
telah berkembang menjadi kebudayaan yang masih berlangsung sampai hari
ini.

Kewajiban perempuan menyerahkan tubuhnya kepada suaminya
tanpa bisa menolaknya berakibat pada masalah psikologis dan keschatan
reproduksinya. Pada sisi psikologis, perempuan akan beranggapan bahwa dia
hanya sebagai pihak yang menerima saja dan laki-laki-lah yang pantas atau
boleh memulai dan merasakan kenikmatan. Sehingga kebanyakan perempuan

tidak merasakan kenikmatan hubungan seksual. Karena perasaan tabu yang

%% Al-Bukhari, a/-Sahif, V/1992
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ada pada diri perempuan memaksanya untuk memendamnya dalam hati, baik
dari suaminya maupun pada para medis, yang lebih tahu akan hal itu.
Schingga banyak informasi mengenai scks yang tidak sampai pada
perempuan. Misalkan, pengertian tentang hubungan seksual yang selama ini
pada banyak orang, masih sebatas pada hubungan seks genetalia-penetratif
(maksudnya masih sebatas pada proses penetrasi penis ke dalam vagina
diikuti oleh memancarnya éperma). Sementara belum banyak bahasan
tentang dacrah-daerah erotis laki-laki maupun perempuan yang apabila
dirangsang dapat memberikan kenikmatan tersendiri.’® Pemahaman
perempuan tentang kewajiban untuk tidak menolak menyerahkan tubuhnya
pada suaminya dapat menyulitkan perempuan untuk mengendalikan hak-hak
reproduksinya.

Pandangan ini sungguh sulit dapat dimengerti ketika dihubungkan
dengan prinsip kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dan pesan al Qur-an
tentang perlunya membangun relasi cinta kasih (mnawaddah wa rahmah)
antara suami dan isteri dalam membina rumah tangganya untuk sebuah
generasi yang schat. Al-Qur'an dan hadis nabi juga selalu menekankan
pentingnya relasi yang dibangun atas dasar “mu’asyarah bi al ma’ruf”*’ Ini

tentu saja membutuhkan relasi yang saling memahami, menghargai dan

% NKE Triwijati dan Bekti Dwi Andari, Meniti Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas
Perempuan, h. 75

% Husein Muhammad, Hak-hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Perspektif Islam,
30/06/2004, www.detiknews.com
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menjaga keschatan reproduks‘inya masing-masing. Karena itu adalah
mungkin diinterpretasikan bahwa apa yang dikemukakan hadis tersebut
berlaku terhadap perempuan (istri) yang berada dalam kondisi aman dan
tidak dalam tekanan-tekanan psikologis.

Sementara itu, dalam bukunya Masdar berpendapat bahwa
hubungan seks bagi perempuan (istri) adalah hak, maka baginya ada ruang
untuk memilih, apakah akan melakukannya atau tidak, juga ruang untuk
memilih waktu dan caranya. Tapi jika semata-mata kewajiban, maka baginya
hanya ada satu pilihan, yaitu melakukannya sckedar karena suami
menghendaki, apakah dia suka atau tidak. 4

Prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan “mu’asyarah bi al
ma’ruf’ di atas sesungguhnya akan membawa konsekuensi logis pada dua
hal. Yaitu hak perempuan untuk memperoleh kenikmatan kehidupan
seksualnya dari laki-laki (suami) di satu sisi dan hak perempuan untuk
menolak hubungan seksual karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan di sisi
yang lain.

. Hak Menolak Hubungan Seksual

Berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan,

persoalan hubungan seksual sesungguhnya dapat berlaku terhadap suami

ketika dia menolak melayani keinginan seks istrinya. Ibnu Abbas pernah

' Masdar F...., Islam dan Hak-hak Reproduksi..., h.105-106
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mengatakan: "aku suka berdandan untuk istriku seperti aku suka dia
berdandan untukku", Ucapan ini mengandung arti bahwa suami dan istri
perlu saling memberi dan menerima dalam suasana hati yang menggairahkan.
Hak Menentukan Kehamilan

Pertimbangan kesehatan reproduksi menjadi dasar bagi hak
perempuan menolak untuk hamil. Kehamilan, sebagaimana disebutkan dalam

al-Qur’an sebagai berikut:
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Artinya: “ Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada
kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya
dalam  keadaan Jlemah yang  bertambah-tambah, dan
menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah pada-Ku dan pada
dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu’. (QS.
Lugman 31: 14)*

2 DEPAG RI, a/-Qur’sn. .., h.654
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Dalam ayat lain disebutkan sebagai berikut:

so? ,‘1,0,41 ~G .

By, brs Gl Sl LS S0y, 0L G5,
Artinya: “ Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik pada dua
orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah,
dan melahirkannya dengan susah payah pula...” (QS. Al-Ahqaf
46:15)%

Kedua ayat di atas memerintahkan manusia untuk berbuat baik
kepada ibu dan bapaknya. Karena kehamilan dan melahirkan merupakan
proses reproduksi yang sangat berat. Kondisi sangat lemah dan sangat berat
tersebut mencapai puncaknya pada saat melahirkan. Sehingga sangat masuk
akal untuk menentukan hamil atau tidak, mempunyai anak atau tidak, perlu
mempertimbangkan suara perempuan disamping suara la;ki-laki. Karena
pemilik utama rahim adalah perempuan. Dalam masa Islam klasik persoalan
kehendak untuk tidak hamil dibahas dalam bab Az/ atau coitus interuptus.
Meskipun ada pandangan yang mengharamkan az/, karena dianggap sebagai
“pembunuhan tersamar”, tetapi mayoritas ule;ma berdasarkan teks hadis yang
lain membolehkannya. Al Ghazali bahkan bukan hanya membolehkan az/
atas dasar pertimbangan kesehatan reproduksi melainkan juga atas dasar

keinginan perempuan sendiri untuk menjadi tetap cantik, awet muda,

khawatir risiko keguguran dan khawatir repot banyak anak.**

“ DEPAG R, 4/-Qur’an..., h.824
* Al Ghazali, Jhys Ulum al Din, 11/52
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Pada saat ini proses menunda kehamilan atau mengaturnya dapat
dilakukan melalui teknis, metode dan alat kontrasepsi yang beragam dan
lebih canggih. Mayoritas pandangan ulama dewasa ini telah memberikan
lampu hijau bagi masyarakat muslim untuk menggunakan metode-metode
dan alat-alat kontrasepsi apapun sepanjang tidak dimaksudkan untuk
membatasi berlangsungnya proses reproduksi manusia. Agak disayangkan
memang bahwa alat-alat kontrasepsi yang ada sampai saat ini masih lebih
banyak diperuntukkan bagi perempuan dan jarang bégi laki-laki. Penyebutan
alat-alat kontrasepsi diasosiasikan masyarakat sebagai alat-alat untuk
perempuan.*’

6. Hak Aborsi

Perdebatan ahli fikih mengenai aborsi dalam berbagai literatur
klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan atau gabla nafkh
al-ruh maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan “roh” ke
dalam janin karena kehamilan sudah mempunyai penyawaan semua ulama
sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa
ibunya.46

Berkaitan dengan aborsi, pandapat para ulama sangat beragam.

Ulama dari mazhab Hanafi membolehkan pengguguran kandungan sebelum

% Husein Muhammad, Hak-hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Perspektif Islam,
30/06/2004, www.detiknews.com
46 Maria Ulfah..., Fikil Aborsi..., h.92
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kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan.
Mayoritas ulama Hanabilah membolehkan pengguguran kandungan selama
janin masih dalam bentuk segumpal darah (‘a/agah) karena belum berbentuk
manusia. Sementara itu, ulama dari madzhab Syafi’iyah melarang aborsi
dengan alasan kehidupan dimulai sejak konsepsi sebagaimana dikemukakan
oleh al-Ghazali dalam ihya’ ‘ulumuddin, tetapi sebagian lain membolehkan.‘”.

Landasan hukum yang banyak digunakan sebagai argumentasi bagi

ulama-ulama tersebut adalah dua hadis Nabi sebagai berikut:

Dok B gy Wi JB s W5l o) 3 gmee o A1 des i s o e

0550 ¢ s o ddle 0,5 ¢ el L b 4l lay 3 ails et (STasl Off

8, S SlalST wl by g ad s A ) Ju sy @ Wl i anias
Mg sl (A, dasy, el

Artinya: “ Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas’ud RA berkata:
Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya sescorang
dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibumu selama
40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal daging
(mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat
diutus untuk meniupkan roh kedalamnya dan diutus untuk
melakukan pencatatan empat kalimat, yaitu mencatat rizkinya,
usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia’ (HR.
Muslim)*®

Pada prinsipnya Islam mengharamkan segala bentuk perusakan,

pelukaan dan pembunuhan terhadap manusia. Nabi dalam salah satu

Y Ibid, h.115
*8 Yahya Bin Sarafuddin an Nawawi, Syareh Al Arba’in An Nawawiyah, h. 20
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sabdanya mengatakan: ‘"Janganlah membuat kerusakan (hal yang
membahayakan) atas diri-scndiri dan atas orang lain. Dalam ayat al-Qur’an
juga dinyatakan: “janganlah kamu mcmbunuh jiwa yang diharamkan Allah
membunuhnya kecuali karena kebenaran". Akan tetapi dalam kehidupan kita
seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pada persoalan
pengguguran kandungan, misalnya ada dua pilihan yang sama-sama berat.
Janin dalam kandungan dapat berarti membunuh jiwa yang sudah hidup,
tetapi membiarkannya terus hidup di dalam perutnya karena alasan tertentu

boleh jadi mengakibatkan penderitaan atau bahkan kematian ibu.*



BAB I
HAK KESEHAT AN REPRODUKSI PEREMPUAN

DALAM UU NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Semua organisme mampu bereproduksi untuk melestarikan jenisnya supaya
tidak punah. Pada manusia, reproduksi terjadi secara seksual dengan melibatkan sel
kelamin jantan dan sel kelamin betina.! Memiliki bayi (anak) merupakan bagian
alami dalam kehidupan manusia. Hal itu juga yang membuatt manusia memiliki
persamaan dengan semua makhluk hidup, dari bakteri mokroskopis hingga paus biru
yang sangat besar. Namun tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup selamanya.
Dengan memiliki anak, kiia menghasilkan keturunan dan memastikan bahwa spesies
(jenis) kita tidak akan punah. Proses menghasilkan keturunan tersebut dinamakan
reproduksi. Adapun bagian tubuh yang terlibat dalam reproduksi dinamakan sistem
reproduksi.”

Bicara reproduksi yang ada pada manusia tidak akan lepas dari kajian
kesehatan perempuan. Karena bagaimanapun juga perempuan hidup dalam adat dan
kultur yang berbeda dalam daerah satu dengan daerah lainnya, hal ini
memungkinkan terjadinya perlakuan yang berbeda atas diri perempuan tersebut.

Sehingga dianggap wajar, jika keschatan reproduksi perempuan tidak perlu

! Sri Pujianto, Rislogi 2, h. 263
21bid., b. 264
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mendapatkan perhatian khusus. Hal ini merupakan anggapan yang muncul karena
mereka menganggap bahwa perempuan dan reproduksi adalah merupakan sistem
kodrat alami.

Masalah kesehatan reproduksi yang selama ini merupakan salah satu bidang
kajian kedokieran dan wacana yang berkembang dalam masyarakat tentang
kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian kajian hak asasi manusia. Scperti
yang akan penulis coba paparkan berikut.

A. Pengertian dan Masalah Keschatan Reproduksi Perempuan

Sakit dan kematian merupakan peristiwa yang wajar dalam kehidupan
umat manusia, namun cara-cara dari setiap masyarakat dalam menanggapinya
berbeda. Kematian bayi maupun ibu dipandang berbeda oleh masing-masing
agama dan budaya di daerahnya. Ada yang beranggapan bahwa kematian ibu
hamil atau melahirkan merupakan kematian yang sahid, dan menyebabkan
masuk surga. Sebaliknya, dalam budaya lain kematian ibu hamil dan melahirkan
dianggap mengakibatkan roh ibu itu tersesat dalam perjalanannya menuju tempat
yang seharusnya di akhirat, lalu menjelma menjadi roh pengganggu bagi manusia
yang masih hidup.’ Pandangan-pandangan budaya ini berakibat pada
terabaikannya hak keschatan reproduksi percmpuan dan perlindungan
terhadapnya. Hal ini merupakan akibat dari pandangan-pandangan yang

berkembang dalam masyarakat dengan konteks budayanya masing-masing.

3 Meutia F.Swasono, Kekamilan, Kelabiran, Perwatan Ibu dan Bayi dslam Konteks Budaya,
h.25
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Sehingga permasalahan reproduksi perempuan dianggap permasalah sepele.
Padahal kesehatan reproduksi perempuan merupakan permasalahan yang
memerlukan perhatian dari semua pihak, karcna permasalahan yang muncul dari
hak keschatan reproduksi perempuan merupakan permasalahan hak asasi
manusia.

Membahas persoalan-persoalan hak reproduksi perempuan sangat penting
untuk dibicarakan oleh masyarakat luas, karena membicarakan masalah ini
berarti membedah persoalan-persoalan kemanusiaan. Dalam realitas kebudayaan
saat ini, perempuan masih belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan
sebagaimana laki-laki. Kaum perempuan masih dipinggirkan. Pada saat yang
sama mereka juga harus melakukan kerja-kerja ganda untuk menghidupi rumah
tangganya. Peristiwa-peristiwa sosial juga memperlihatkan kaum perempuan
diperiakukan secara kasar dan dengan kekerasan.! Hal ini, semakin mempersulit
periuangan dalam perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan.

Dari dimensi biologis, kesehatan reproduksi lebih dipahami sebagai
proses reproduksi yang merupakan kondisi prasyarat yang diperlukan untuk
membiakkan manusia secara biologis.” Berbeda jika dipandang dari konteks
budaya, kesehatan reproduksi perempuan cenderung menjelaskan aspek-aspek
kepercayaan suatu masyarakat. Sehingga masalah-masalah terkait kcschatan

reproduksi tidak dianggap penting oleh mayoritas masyarakat. Terlebih lagi

4 Huscin Mukammad, &/am Agama Ramak Perempuan: Pembelasn Kisi Pesantren, 257
SMeutia F. ..., Kchamilsn, Kelahiraz, Perwatsn Jbu..., h.3)
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masyarakat-masyarakat pedalaman. Hal inilah yang menyebabkan kesadaran
beberapa pihak yang peduli pada permasalahan perempuan untuk
memperjuangkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak reproduksi
perempuan.
1. Pengertian Hak Reproduksi
Berbicara soal reproduksi perempuan, berarti bicara tentang segala
sesuatu yang berkaitan dengan menghasilkan keturunan. Dan yang paling
banyak dibahas bisaanya soal keschatan fisiknya. Misalnya, apakah seseorang
mengalami penyakit atau kecacatan pada sistem reproduksinya, yang
memungkinkan tidak bisa mengembangkan keturunan, atau apakah sistem
reproduksi tersebut berfungsi dan berproses dengan baik.®
Jika melihat kesehatan reproduksi dari sisi fisiknya saja, maka
selama hamil, perempuan hanya akan memperhatikan kondisi-kondisi yang
mengancam keschatan fisiknya semata. Jika seorang ibu hamil merasakan
tidak sehat secara fisik, maka perhatiannya akan diarahkan untuk mencari
obat yang cocok agar keluhan penyakitnya mereda.” Masalahnya, tidak
semua masalah bisa diselesaikan dengan obat.
Selain itu, cara perempuan memandang dan memperlakukan dirinya

juga sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Perempuan seolah dituntut

® NKE Triwijati dan Bekti Dwi Andari, Meniti Keschatan Reproduksi dan Seksualitas
Perempuan, bh. 3
7 id, h. 4
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untuk menerima nasib yang dibentuk oleh lingkungannya. Jika muncul
permasalahan tentang hak kesehatan reproduksi, maka nilai layak atau
tidaknya persoalan tersebut dilontarkan dan ditentukan oleh lingkungan.
Untuk Icbih lanjut berbicara tentang hak reproduksi perempuan, maka perlu
dibahas tentang pengertian hak kesehatan reproduksi perempuan.

Reproduksi, secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan
untuk “membuat kembali”. Dalam kaitannya dengan kesehatan, reproduksi
diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan. Sehingga,
kesehatan reproduksi berkaitan erat dengan masalah seksualitas®

Semenjak lahir, manusia telah dilengkapi alat (organ) reproduksi.
Alat-alat reproduksi akan berfungsi ketika mencapai kematangan, dimana
seseorang telah menginjak masa subur dan dalam kondisi yang sehat.

Lebih jauh, pengertian keschatan reproduksi seperti disepakati
dalam konferensi internasional kependudukan dan pembangunan (ICPD)
tahun 1994, yaitu: keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh,
dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segla hal
yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-
prosesnya.’ Dari pengertian tersebut ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan, yaitu: perfama, pengertian sehat bukan semata-mata sebagai

pengertian kedokteran tetapi juga pengertian sosial. Dalam artian, seseorang

: Zohra Andi Baso dan Judi Reharjo, Kesehatan Reproduksi: Panduan Bagi Perempuan, h. 1
Ibid, h. 2
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dikatakan sehat tidak saja karena memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, tetapi
juga dapat bermasyarakat secara baik. Dan pengertian sehat ini, diakui oleh
UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Kedua, kesehatan reproduksi
bukan menjadi masalah seorang saja, tetapi juga menjadi kepedulian keluarga
dan masyarakat. Hal ini dikarenakan keschatan reproduksi menjadi masalah
cukup serius sepanjang hidup, terutama bagi perempuan, selain karena rawan
terpapar penyakit, juga kondisi social yang memungkinkan memperlakukan
dirinya kurang adil. Ketidakpedulian berbagai pihak terhadap kehidupan
kesechatan perempuan akan turd menyumbang ketidakberdayaan
perempuan.'®

Jadi, yang dimaksud dengan hak reproduksi perempuan adalah hak
setiap individu untuk bisa membuat keputusan untuk berkehendak,
menentukan kapan waktu dan jarak untuk mempunyai anak. Termasuk
mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi
dengan biaya terjangkau, bisa diterima dan memberi rasa nyaman baginya.'!
. Masalah Kesehatan Reproduksi Perempuan
70 persen penduduk dunia sebagian besar adalah perempuan.

Namun kondisi ekonomi dan sosial memiliki andil dalam memperburuk

° mid, 0.3
"' NKE Triwijati..., Meniti Keschatan Reproduksi. .., b. 8
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kesehatan reproduksi perempuan. Buruknya kondisi ekonomi dan sosial

berdampak pada kehidupan perempuan, yaitu:'2

a. Kekurangan gizi

b. Kesehatan yang buruk
¢. Pendidikan yang rendah
d. Kawin muda

e. Beban kerja yang berat
f. Status yang rendah

Kondisi ekonomi dan sosial yang buruk makin memperburuk
kondisi kesehatan perempuan baik mental maupun fisik. Kondisi tersebut
menghambat terpenuhinya hak kesehatan reproduksi dan seksual,
diantaranya:"

a. Pengetahuan perempuan tentang sistem reproduksinya masih sangat
kurang. Sehingga masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih kuat agar
pcrempuan bisa menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan
dan sesuai dengan keadaan keschatannya,

b. Ketidaksetaraan jender menadi faktor yang mempersulit untuk
menegakkan hak dan keschatan reproduksi perempuan. Diskriminasi
ini muncul di masyarakat tidak hanya membedakan jenis kelamin,
tetapi juga tingkat pendidikan, kaya atau miskin, orientasi seksual,
etnis dan lain-lain.

c. Masih banyak praktek scksual yang berisiko tinggi. Selain karena
secara umum masyarakat mempunyai pengetahuan yang minim dan
benar tentang seksualitasnya, juga karena masih tingginya tindakan
kekerasan yang menghambat perempuan untuk menggunakan
pelayanan kesehatan.

d. Masih belum menyeluruhnya cakupan sistem keschatan, termasuk
fasilitas dan pctugas yang peka dalam merespon kebutuhan
perempuan dalam menghadapi persoalan reproduksi dan seksualnya.

L Zohra Andi Baso..., Kesehatan Reproduksi..., h.8-14
B NKE Triwijati..., Meniti Kesebatan Reproduksi..., h. 11
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Masalah kesehatan reproduksi perempuan dan pemenuhannya

tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja tetapi juga

tanggungjawab seluruh warga masyarakat baik secara individu dalam

keluarga maupun dalam kehidupan sosial. Sehingga penting sekali adanya

kebijakan yang ditujukan untuk melindungi hak reproduksi perempuan

seperti berikut:'*

a.

Mendorong terjadinya hubungan yang setara antara laki-laki dan
perempuan: saling menghormati, keputusan-keputusan yang
dibuat didasari persetujuan yang bebas dari tekanan atau
ancaman, adanya pembagian tanggungjawab yang setara dalam
kehidupan seksual dan reproduksi, termasuk dalam hal
mengasuh anak.

Pemberdayaan perempuan dalam arti perempuan dapat
memutuskan dengan bebas dan bertanggungjawab tentang hal-
hal yang berkaitan dengan seksualitasnya, termasuk kcschatan
reproduksi dan seksualnya, terbebas dari paksaan, diskriminasi
dan kekerasan.

Dipenuhinya hak para remaja untuk tahu dan mendapatkan
pelayanan agar mercka dapat menghadapi persoalan-persoalan
berkaitan dengan seksualitasnya dengan cara positif dan
bertanggungjawab.

Meningkatkan pentingnya keterlibatan dan tanggungjawab laki-
laki atas kehidupan reproduksi dan seksual perempuan. Ini
karcna sikap dan perilaku seksual laki-laki punya peran besar
atas terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, penyebaran
IMS dan HIV/AIDS. Ini artinya perlu ada program yang
memberi kesempatan bagi laki-laki untuk bisa menilai kembali
nilai-nilai, peran dan tindakannya yang selama ini dianggap
penting. Perubahan sikap dan perilaku pada laki-laki, sebenarnya
akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki
sendiri.

Tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual yang
sesuai dengan kcbutuhan nyata dan terpadu. Pelayanan yang
bisa memberikan perlindungan yang efektif dan aman

¥ Ibid., k.22
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(penghentian) dari  kehamilan yang tidak d%inginkan,
perlindungan dari  praktek-praktek  reproduksi yang
membahayakan, penggunaan dan kepuasan atas alat atau
metode kontrasepsi, informasi tentang kontrasepsi dan
reproduksi, kehamilan dan melahirkan yang aman, penanganan
terhadap ketidaksuburan (infertilitas). Tidak itu saja, tetapi juga
yang dapat memberikan perlindungan dari IMS dan HIV/AIDS,
perlindungan dari praktek-praktek seksual yang merugikan atau
membahayakan, kekerasan seksual, Kendali atas akses scksual,
kcpuasan seksual dan informasi tentang seksualitas.

[. Strategi pelayanan kesehatan yang mampu menjawab kebutuhan
perempuan, yang mempunyai berbagai peran (domestik maupun
publik). Sudah semestinya strategi pelayanan seksual ini
memuat pendidikan yang menambah pengetahuan perempuan
tentang kehidupan seksual dan reproduksi yang sehat dan
bertanggungjawab.

B. Hak Keschatan Reproduksi Perempuan Menurut UU No.23 tahun 1992 tentang
Keschatan
Kematian ibu hamil dan setelah melahirkan adalah fenomena yang
dialami ribuatn perempuan Indonesia. Kematian ibu melahirkan yang saat ini
tercatat berada di angka 307 dari setiap100.000 kelahiran hidup, sebagian besar
adalah kematian yang sebetulnya dapat dihindari. Meskipun angka kematian ibu
hamil sudah menurun dibandingkan dengan tahun 2000 yang besarnya 396
(Departemen Kesehatan, 2000), tetapi angka 307 tetaplah tinggi untuk ukuran
Asia Tenggara karena Vietnam dan Filipina telah mencapai angka 160 dan 170
pada tahun 2000. kematian ibu menunjukkan tingkat pembangunan manusia
suatu bangsa schingga tinginya angka kematian ibu dapat menjadi indikator

belum meratanya kesejahteraan itu, seperti ditunjukkan oleh laporan Indonesia
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Human Development Report 2005. Ditingkat dunia, pada hari kesehatan sedunia
tanggal 7 april 2005 organisasi kesehatan dunia (WHO) meluncurkan laporan
tahunan mereka dengan focus pada kesehatan ibu dan anak. Laporan tersebut
berjudul “the world healt report, make every mother and child count”, berfokus
pada upaya mcnyelamatkan ibu dari kematian karena kehamilan, saat dan setelah
melahirkan, menyelamatkan bayi yang baru lahir, serta menyelamatkan balita
dari kematian yang sebetulnya dapat dicegah."

Di Indonesia tingginya angka kematian ibu dan kematian balita yang
pada tahun 1997 berada pada 23-78 kematian per 1000 kelahiran hidup
(Indonesia Human Development Report, 2005) memperlihatkan rendahnya
pelayanan kesehatan yang diterima ibu dan anak serta rendahnya akses informasi
yang dimiliki ibu dan anak. Angka itupun masih harus dilihat secara kritis karena
terdapat perbedaan yang besar antar wilayah di Indonesia. Laporan
pembangunan manusia Indonesia menyebutkan, pada tahun 1995, misalnya
angka kematian ibu di Papua adalah 1.025, di Maluku 796, dan di Jawa Barat
686, sementara angka nasional adalah 334. Pada tahun 1986 besaran angka
kematian ibu rata-rata nasional adalah 450.'® Tingginya angka kematian ibu
salah salunya disebabkan prakiek-prakiek aborsi yang tidak aman dan tanpa

campur tangan pihak medis.

" Siswono, bhari Kartini, Perempuan daa Amandemen UU Kesehatan, 11/04/2005, www.
Gizi.net

% Siswono, hari Kartini, Perempuan dsp Amandemen UU Kesehatan, 11/04/2005, www.
Gizi.net
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Hak reproduksi adalah hak setiap orang, baik laki-laki maupun
perempuan untuk memutuskan mengenai jumlah anak, jarak antara anak-anak,
serta mencntukan waktu dan tcmpat kclahiran anak. Hak reproduksi ini
berdasarkan pada pengakuan akan HAM yang diakui di dunia intemasional."’

Hak reproduksi perempuan merupakan hak yang timbul karcna memiliki
fungsi reproduksi yang diberikan Tuhan, schingga hak itu harus dijamin.
Perempuan dijaga dari penyakit menular seksual dengan memberikan
pengetahuan kesehatan dan pengobatan yang cukup. Perempuan harus dilindungi
dari kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak
menimbulkan pengguguran yang membahayakan jiwa dan kesehatan
reproduksinya.

Pada bulan September 1994 di Kairo, 184 negara berkumpul untuk
merencanakan suatu kesetaraan antara kehidupen manusia dan sumber daya yang
ada. Untuk pertama kalinya perjanjian internasional mengenai kependudukan
memfokuskan keschatan reproduksi dan hak-hak perempuan sebagai tema
sentral. Pelayanan kesehatan reproduksi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan perempuan dan laki-laki, karena perlu diketahu bahwa hak reproduksi
tidak hanya dimiliki oleh perempuan tetapi juga laki-laki yang juga memiliki

organ yang berfungsi sebagai pengemban reproduksi. Tetapi, realitas di lapangan

" TONO HADI S., Hak Reproduksi dan Ketidakadilan Gender, 28/04/2007, www.pikiran-
rakyat.com
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menunjukkan kenyataan lain yakni kctimpangan perlindungan hak kesehatan
reproduksi. Dimana laki-laki lebih tetjamin pemenuhannya. Hal ini disebabkan
oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kcschatan
reproduksi dan pemeliharaan serta jaminan yang setara antara laki-laki dan
percmpuan.
UU No. 23 tahun 1992 (tentang kesehatan) Bab III tentang hak dan
kewajiban pada pasal 4 menyebutkan:
“ setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajét
kesehatan yang optimal”
Pasal berikutnya yakni pasal 5, disebut kan:
“ Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan
meningkatkan derajat kesechatan perseorangan, keluarga dan
lingkungan”
Dua pasal dari UU no.23 tahun 1992 cukup menjelaskan bahwasannya
UU menjamin hak atas keschatan bagi siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak ada ketidakadilan dalam bidang pelayanan keschatan. Karena UU
mcmandang sama kedudukan antara laki-laki dan pcrempuan di mata hukum.
Sehingga pemenuhan hak kesehatan seharusnya bisa lebih dimaksimalkan dan
sebagai warga Negara, masyarakat berhak menuntut haknya atas kesehatan,
termasuk kesehatan reproduksi.
Hak reproduksi perempuan dalam UU No.23 tahun 1992 meliputi empat

komponen bahasan yaitu:
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1. Hak Aborsi

Hak reproduksi adalah hak bagi semua pasangan dan individual untuk
mendapatkan informasi dan pelayanan, mcnentukan atau memutuskan dan
bertanggungjawab berkenaan dengan kehidupan seksual dan kesehatan
produksinya tanpa diskriminasi. Seperti halnya aborsi yang sah dimata
hukum'® tetapi menjadi kontroversi di masyarakat, sehingga aborsi sangat
sulit dilakukan. Dokter dan petugas kesehatan bisaanya kurang memahami
tentang aturan hukum aborsi, schingga kcbanyakan para medis berkeberatan
untuk melakukan tindakan aborsi secara nyata atau mau melakukan
pengguguran dengan bayaran tinggi. Disamping itu, adanya pandangan
negatif dari masyarakat sekitar turst mempengaruhi mental seorang
perempuan, schingga terjadilah praktek-praktek aborsi tidak aman. Disisi
lain, tindak aborsi merupakan tindak pidana'®, ancaman pidana secara tidak
langsung berpengaruh pada mental para korban perkosaan atau yang lebih
parah korban kekerasan seksual dan perkosaan oleh keluarga dekat (incest)
yang apabila terjadi kehamilan akan berbahaya bagi ibu hamil dan janinnya
sendiri. Lagi-lagi praktek aborsi tidak aman menjadi pilihan, itupun dengan

rasa takut akan ancaman pidana.

% UU 10.23 tahun 1992 (tentaag kesehatan) pada pasal 15 ayat 1 menycbutkan: “dalam
keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan
tindakan medis tertentu”

¥ gunp pada pasal 364 yang menyebutkan: “seorang wanita yang sengaja menggugurkan
kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dcngan
pidana paling lambat empat tahun”
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Mcski pengguguran kandungan (aborsi) dilarang oleh hukum, tetapi
kenyataannya terdapat 2,3 juta perempuan melakukan aborsi.”” Masalahnya
tiap perempuan mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan aborsi dan
hukumpun terlihat tidak akomodatif terhadap alasan-alasan tersebut,
misalnya dalam masalah kehamilan paksa akibat perkosaan atau bentuk
kekerasan lain termasuk kegagalan KB. Larangan aborsi berakibat pada
banyaknya terjadi aborsi tidak aman (unsafe abortion), yang mengakibatkan
kematian. Data WHO menyebutkan, 15-50% kematian ibu disecbabkan olch
pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran
kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000
perempuan meninggal dunia. Artinya 1 dari 8 ibu meninggal akibat aborsi
yang tidak aman.?!

Dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan scbagai penghentian
kehamilan setelah tertanamnya telur (ovumi) yang telah dibuahi dalam rahim
(uterus), sebelum usia janin (f&rus) mencapai 20 minggu dalam istilah
kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah
tertanamnya telur (ovumi) yang telah dibuahi dalam rahim (uferus), sebelum

usia janin (fefus) mencapai 20 minggu.2

% Kompas, 3 Maret 2000
2L { BII APIK, 2000
2 Info Kit on Women’s Health oleh Institute for Social, Studies and Action, Maret 1991
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Dalam kamus umum bahasa Indonesia abortus didefinisikan sebagai
lerjadi keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran
(dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).
Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu
dikcluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun
tidak. Bisaanya dilakukan saat janin masih berusia muda (scbelum bulan
keempat masa kehamilan).>

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal
dengan istilah “abortus”. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel
telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah
suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk
bertumbuh. Aborsi dilakukan oleh seorang wanita hamil - baik yang telah
menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Akan tetapi
alasan yang paling utama adalah alasan-alasan yang non-medis (termasuk
jenis aborsi buatan / sengaja).

Aborsi dilakukan karena beberapa alasan, seperti: tidak ingin
memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung
jawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak dan tidak ingin
memiliki anak tanpa ayah. Alasan ketiga ini bisaanya berdampak pada tindak

aborsi tidak aman yang mayoritas menyebabkan kematian ibu hamil. Alasan-

 Badudu dan Sutan Mubammad Zain, Kamus Bskasa Indonesis, h. 4
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alasan aborsi terscbut bukanlah alasan sehat untuk melakukan aborsi
sebagaimana mestinya melainkan karena adanya kepentingan diri sendiri.
Sehingga, dalam hal ini UU No. 23 tahun 1992 tentang I@esehatan membatasi
pembolehan aborsi dengan beberapa alasan scbagaimana disebutkan dalam
pasal 15 ayat (1) bahwa:

“Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu
hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”

Keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan
atau janinnya' yang dimaksudkan adalah aborsi. Akantetapi keadaan darurat
seperti apa schingga bisa digolongkan sebagai aborsi tidak secara jelas
diterangkan dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang keschatan. Dalam dunia
medis, keadaan darurat adalah keadaan dimana kehamilan akan
membahayakan jiwa dan kesehatan ibu. Dalam kasus aborsi keadaan darurat
yang dimaksud adalah bila kehamilan tersebut merupakan akibat perkosaan
yang tentunya berpengaruh pada kondisi mental ibu, dan kehamilan akibat
hubungan keluarga dekat (incest).?

Aborsi disini bisa dilakukan dengan tindakan medis tertentu.
Tindakan medis sebaimana dimaksud dijclaskan dalam pasal 15 ayat (2),
yaitu:

“Tindakan medis tertcntu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dapat dilakukan:

% Kalyanamitra, Kesehatan Reproduksi dan Kebijakan di Indonesia, 25/04/2007,
www.kalyanamitra.or.id
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a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan
tersebut.

b. Oleh tenaga keschatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta
berdasarkan pertimbangan tim ahli.

¢. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau
keluarganya.

d. Pada sarana keschatan tertentu.”

Pada penjelasan UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 15
dinyatakan sebagai berikut:>

a. Ayat (1) : Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan
alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum,
norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun dalam
keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu atau janin
yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

b. Ayat (2):

(1)  Butir a : Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-bcnar
mengharuskan diambil tindakan medis tertentu sebab tanpa
tindakan medis tertentu itu,ibu hamil dan janinnya terancam
bahaya maut.

(2)  Butirb : Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis
tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan wewenang
untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kandungan seorang
dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan.

(3)  Butir ¢ : Hak utama untuk memberikan persetujuan ada ibu hamil
yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak
dapat memberikan persetujuannya ,dapat diminta dari semua atau
keluarganya.

(4)  Butir d : Sarana keschatan tertentu adalah sarana kesehatan yang
memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan
tersebut dan ditunjuk olch pcmerintah.

c. Ayat (3) : Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanan dari pasal ini
dijabarkan antara lain mengenai kcadaan darurat dalam menyelamatkan
jiwa ibu hamil atau janinnya, tenaga kesehatan mempunyai keahlian dan
wewenang membentuk persetujuan, sarana keschatan yang ditunjuk.

% Penjelasan pasal 15 UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan



Tindakan medis terhadap aborsi dilakukan berdasarkan indikasi medis
dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa ibu dengan syarat-syarat sebagai
berikut:%

a. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan
kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli
kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab
profesi.

b. Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama,
hukum, psikologi).

c. Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau
keluarga terdekat.

d. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga / peralatan
yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.

e. Prosedur tidak dirahasiakan.

f.  Dokumen medik harus lengkap.

Berdasarkan ayat (2) pasal 15 diatas secara tegas pemerintah telah
berusaha melindungi hak aborsi bagi ibu hamil manakala kehamilannya bisa
membahayakan nyawanya. Adapun tindakan aborsi hanya boleh dilakukan
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai tanggung jawab profesi (ahli) dan
memiliki tim ahli. Dan tindakan aborsi ini hanya bisa dilakukan manakala
ada persetujuan dari yang bersangkutan yakni ibu hamil atau suaminya atau
keluarganya.

Empat poin yang disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) UU No.23 tahun
1992 tentang kesehatan secara otomatis melindungi perempuan (para ibu

hamil) dalam mendapatkan hak aborsi yang aman. Indikasi medis yang

dimaksudkan adalah untuk mendeteksi apakah kchamilan tersebut

% www.liputan6.com, Gugur Kandungan
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membahayakan keselamatan baik ibu maupun janinnya, sehingga bisa
diambil tindakan medis (aborsi). Tentunya dengan informasi dari tenaga
medis dan dilakukan dengan sarana kesehatan. Sehingga dampak-dampak
ncgatil dari tindak aborsi bisa diminimalisir. Selain itu, indikasi medis disini
bisa diartikan bahwa tindak aborsi tidak bolch dilakukan hanya untuk
kepentingan diri sendiri.
. Hak mengatur kehamilan dan kelahiran

Hak mengatur kehamilan dan kelahiran merupakan bagian dari hak
kesehatan reproduksi perempuan yang dilindungi oleh UU. Karena apabila
hak ini terpenuhi maka keharmonisan keluarga akan tercipta. UU No. 23
tahun 1992 tentang kesehatan menyebutkan dalam pasal 13 yaitu:

“Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran
dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis”

Pengaturan kehamilan dan kelahiran merupakan suatu upaya bagi
pasangan suami istri untuk merencanakan jumiah ideal anak, jarak kelahiran
anak, dan usia ideal perkawinan, serta usia ideal untuk melahirkan anaknya
agar dapat hidup sehat.”

Tujuan ulama dari pengaturan kehamilan dan kelahiran adalah
menciptakan keluarga yang harmonis. Satu contoh upaya pemerintah dalam
menciptakan keluarga harmonis adalah dengan digalakkannya gerakan

Keluarga Berencana (KB) yang dinilai banyak pihak sukses hingga saat ini.

% pPenjelasan pasal 13 UU No.23 tahun 1992 tcntang Kesehatan



Karena banyak pasangan menerapkannya dalam keluarganya, meskipun

banyak efek kesehatan yang ditimbulkannya.

Guna mensukseskan gerakan KB, pemerintah semakin meningkatkan

pelayanan kontrasepsi dengan mengeluarkan bebcrapa kebijakan, yaitu:2®

b.

C.

Perluasan jungkauan pclayanan kontrasepsi dengan cara menyediakan
sarana yang bermutu, dalam jumlah yang mencukupi dam merata.
Pembinaan mut u pelayanan kontrasepsi dan pcngayoman medis
Pelembagaan pelayanan kontrasepsi mandiri oleh masyarakat, dan
pelembagaan keluarga kecil sejahtcra.

Dengan strategi pelayanan sebagai berikut:”

Menggunakan pola pelayanan kontrasepsi rasional sebagai pola
pclayanan kontrascpsi kepada masyarakat, berdasarkan kurun
reproduksi sehat serta paritas. Misalnya: pada usia dibawah 20 tahun
dianjurkan menunda kehamilan dengan menggunakan pil KB,
kontrasepsi suntikan, susuk, kondom. Pada usia 20-30 tahun
dianjurkan untuk menjarangkan kehamilan dengan menggunakan
susuk, kontrasepsi suntikan, pil mini, pil KB, kondom, atau intravag.
Penyediaan sarana dan alat kontrasepsi yang bermutu dalam jumlah
yang cukup dan merata dengan prinsip pelayanan kafetaria.
Meningkatkan mutu pclayanan kontrascpsi agar sesuai dengan
standar pelayanan baku, mulai dari pelayanan penyaringan calon
akseptor baru, konseling, pelayanan kontrasepsi, pelayanan rujukan,
kunjungan ulang, termasuk pelayanan efek samping, komplikasi dan
kegagalan.

Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan  kontrasepsi maupun dalam mengelola pelayanan
kontrasepsi.

Tetapi upaya pemerintah tidak berhcnti sampai disini, beberapa

penelitian menemukan alternatif lain disamping KB untuk mcnunda

% Hanifa Wiknjosastro ed., mu Kebidanan, 903
® bid., h.903
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kehamilan yaitu dengan menggunakan metode mengatur kehamilan secara
alamiah.

Metode mengatur kelahiran secara alamiah dikenal dengan metode
standar hari (MSH), yang mcnghitung berdasarkan siklus masa subur
perempuan. Perempuan mempunyai siklus menstruasi setiap bulan antara 26
hingga 32 hari, bisaanya masa subur yang berpeluang terjadi kehamilan jika
ada pembuathan pada hari ke-8 sampai ke-19. Dengan menghitung siklus
menstruasi dan masa subur, pasutri bisa mengatur waktu berhubungan
seksual. Bila mereka belum menginginkan kchamilan, scbaiknya
menghindarinya pada masa subur.*

Upaya pcmerintah dalam meningkatkan pelayanan kontrasepsi
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dengan keluarga sehat dan
harmonis.

3. Hak perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan

Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan  ini
disebutkan dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 14 sebagai
berikut:

“Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa pra kehamilan, kehamilan,
persalinan, pasca persalinan dan masa diluar kehamilan dan persalinan”.

¥ Sindo Sore, Program KB Alsmisk Lebilh Disukai 28 Maret 2008,
http:/Nifestylc.okezone.com.
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Istri sebagai ibu mempunyai peranan yang besar dalam merawat,
mendidik dan membesarkan anak. Oleh karena itu diperlukan peningkatan
kesehatan ibu yang meliputi baik dalam masa prakehamilan, kehamilan,
persalinan, pasca persalinan, masa diluar kehamilan dan persalinan.®'

Kcschatan pada masa pra kehamilan bisa dilakukan dengan vaksinasi
scsuai petunjuk ahli medis (dokter kandungan). Pemberian vaksin
prakehamilan penting bagi pertumbuhan janin. Terlebih lagi pada 8 minggu
pertama ketika fase embriologis berlangsung. Pada masa ini kesehatan ibu
harus terjaga secara baik, agar tidak mempengaruhi pertumbuhan janin.
Ada tiga jenis vaksin yang perlu didapatkan ibu prakehamilan untuk
melindungi janinnya, yaitu:?

a. Vaksinasi MMR (Measles, Mumps, Rubella)
Rubela adalah infeksi yang ditandai gejala bercak kemerahan (pink-
red rash) pada wajah yang kemudian menyebar ke bagian tubuh lain.
Pcnyakit ini disertai demam ringan dan pcmbesaran kelenjar getah
bening. Ibu hamil yang terinfeksi virus rubcla pada tiga bulan
pertama, berisiko mengalami gangguan pembentukan dan
perckembangan janin sebesar 50-85%. Janin yang terinfeksi rubela,
mengalami kelainan yang disebut sindrom rubcla kongcnital.
Kelainan itu dapat berupa gangguan mata (katarak), jantung, atau
lingkar kepala yang mengecil (mikrosefalus). Pada umur kehamilan
16-20 minggu, cacat bawaan yang dialami janin adalah gangguan
pendengaran atau tuli. Sedangkan infeksi rubcla pada ibu berusia
kehamilan lanjut (lebih dari 20 minggu) jarang menyebabkan cacat
bawaan. Bayi yang mengalami cacat karena rubcla akan terus
menyandang kelainan tersebut selama hidupnya. Umumnya 1 dari
10 bayi yang mengalami infeksi rubela akan mcninggal dalam usia

3 Penjetasan pasal 14 UT' No.23 takun 1992 teatang Kesehatan
 Rhina, Kesehatan Prakehamilan, februari 2009, www.forum.tabloidnova,.com
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satu tahun. Tidak ada yang dapat dilakukan terhadap janin bila di
masa hamil ibu terinfeksi rubela.

b. Vaksinasi TT (Tctanus Toksoid)
Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh racun bakteri
Clostridium tetani. Disebut juga lockjaw karena penderitanya kerap
mengalami kejang pada otot rahang. Bakteri tctanus masuk ke
dalam tubuh manusia mclalui luka. Bila ibu terpapar bakteri
tersebut selama proses persalinan, maka infeksi bisa terjadi pada
rahim ibu dan pusar bayi yang baru lahir (Tetanus neonatorum).
Biasanya vaksinasi TT ditawarkan pada pasangan sejak masih calon
pengantin,

c. Vaksin Hepatitis
Hepatitis adalah peradangan hati yang discbabkan virus. Infeksi
yang ditimbulkan dapat bersifat akut maupun kronik. Mayoritas
penderita akan menjadi karier (pembawa) tanpa gejala klinis tapi
dapat menularkan penyakit ini karcna pada darah terdapat virus
hepatitis. Selain dalam darah, virus ini dapat ditemukan pada urin,
feses, dan saliva, tergantung jcnis virus. Sifat penularan virus yang
sangat mudah, menyebabkan hepatitis dapat ditularkan ibu ke janin
sclama dalam kandungan, saat dilahirkan, maupun setelahnya.
Risiko penularan tetap tinggi, sekalipun bayi dilahirkan melalui
bedah cacsar. Meski tidak ditemukan cacat bawaan pada bayi yang
terinfeksi hepatitis B sejak dalam kandungan atau jika ibu di masa
hamil menderita hepatitis B, bayi-bayi terscbut dapat mengidap
penyakit-penyakit hati kronis seperti hepatitis kronis, sirosis
hepatis dan hepatoma (tumor hati yang ganas). Vaksinasi dilakukan
Pada saat tubuh dalam kondisi sangat prima, yaitu 6 bulan sebelum
kehamilan. Dalam rentang waktu tersebut, diharapkan tubuh sudah
dapat membunuh scmua virus yang diberikan melalui vaksinasi,
schingga pada saal hamil tidak ada lagi virus yang dapat
membahayakan janin.

Hak kesehatan pada masa kehamilan dan masa persalinan adalah hak
kesehatan yang diberikan pada ibu hamil mulai dari informasi tentang
kehamilan, konseling dan perawatan selama kehamilan sampai persalinan
yang dijamin oleh pemerintah dengan disediakannya tenaga medis. Dalam

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1457 MENKES/SK/X/2003 tentang
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Standar Pelayanan Minimal Bidang Kcschatan di Kabupaten/Kota pada Bab
II Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pasal 2 ayat (1) dan (2)
dijelaskan:

Ayat (1): “Kabupaten/Kota menyelcnggarakan pelayanan kesehatan
sesuai standar pelayanan minimal”

Ayat  (2): “Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kcschatan yang meliputi
jenis pelayanan beserta indikator kerja dan target tahun 2010:
a. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi:
1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (95%)
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kcbidanan (90%)... ”

Sementara kcschatan ibu pada masa pasca persalinan dan masa diluar
kehamilan dan persalinan juga dijamin dalam Keputusan Mcntcri Kesehatan
RI No. 1457 MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pclayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota pada Bab II Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan pasal 2 ayat (2), yaitu pada poin: c. Pclayanan
Keluarga Berencana, d. Pelayanan imumisasi, e. Pelayanan
pengobatan/pcrawatan, dan h. Pelayanan gizi.

Pada pasal 14 UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1457 MENKES/SK/X/2003 diatas
secara jelas pemcrintah melindungi hak perempuan dalam mendapatkan hak
keschatan reproduksinya tidak hanya pada masa pra kehamilan, kchamilan,
persalinan dan pasca persalinan, tetapi juga masa diluar kehamilan dan

persalinan. Hal ini berarti perempuan (istri/ibu) memiliki hak dalam hal
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reproduksi secara kescluruhan dengan jaminan perlindungan pemerintah dan
keluarga (suami) dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Dalam pasal ini juga bisa diartikan bahwa pemcrintah benar-benar
telah berupaya menjaga kesehatan reproduksi perempuan  dengan
membcrikan aturan tentang bagaimana pelayanan kesehatan bagi perempuan
pada masa pra kehamilan hingga pasca persalinan. Hal yang juga tidak kalah
penting bagi hak perempuan dalam keséhatan reproduksi adalah adanya
jaminan dan perlindungan tentang hak kesehatan reproduksi perempuan
dilvar kehamilan dan persalinan. Kesehatan reproduksi diluar masa
kehamilan dan persalinan adalah merupakan hak reproduksi perempuan
seperti untuk mendapatkan kenikmatan hubungan seksual, untuk menolak
melakukan hunbungan seksual, untuk menentukan kehamilan, untuk
melakukan aborsi manakala mengancam kesehatan dan nyawanya.

Tetapi UU tersebut tidaklah cukup menjadi legitimasi di masyarakat
bahwa hak reproduksi adalah hak siapapun, hak bagi perempuan dan laki-laki
yang memang dibebani fungsi-fungsi reproduksi. Banyak fakta yang terjadi
di masyarakat yang tidak berpihak pada pcrempuan untuk mendapatkan hak
reproduksi, sehingga berakibat pada tindakan-tndakan yang tidak ramah pada
perempuan bahkan mengancam kesehatan reproduksinya. Hal ini perlu
menjadi perhatian pcmerintah untuk mceningkatkan perlindungan dan jaminan
kesehatan reproduksi bagi perempuan, dengan tindakan-tindakan medis yang
lebih konkrit dan mengena.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KESEHATAN
REPRODUKSI PEREMPUAN MENURUT UU NO. 23
TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam adalah hak-hak yang harus
dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif
seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami/ayah) sebagai
pengemban fungsi produksi (pencari nafkah).'! Sebagaimana disebutkan dalam al-
Qur’an sebagai berikut:

Artinya:  ...bagi perempuan(istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atau
beban yang dipikulnya, yang harus dibayar oleh lelaki (suami) dengan
cara yang makruf®. (QS. Al-Bagarah 2.228)?

Secara khusus al-Qur'an memberi perhatian khusus tentang amanat

reproduksi yaitu dalam surat Lugman ayat 14 sebagai berikut:
[P R o,a £ os - . "z . o - I %o - : ol 0s g,- ’_zu' oE oo
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Artinya: “ Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang
ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang

' Masdar F. Mas'udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan:Dialog Fiqih
Pemberdayaan, h.74
» DEPAG R, Al-Qur 'an dan Terjemahnya, h.55
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bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tashun. Bersyukuriah
kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu™(QS Lugman 31: 14)*

Ayat di atas memberi penghargaan yang tinggi terhadap amanah reproduksi,
sekaligus menyebutkan kewajiban untuk berbuat baik terhadap sang ibu sebagai
pemegang amanah. Hal ini tentu dimaksudkan agar proses reproduksi bisa terlaksana
dengan schat, aman dan tidak menistakan. Ayat tersebut selain mengandung
perintah berbuat baik kepada ibu juga mengandung wasiat tidak hanya kepada
seorang anak pada ibunya tetapi juga masyarakat pada umumnya. Sehingga
perhatian terhadap amanah reproduksi menjadi kewajiban kolektif masyarakat
semua, untuk saling bahu-membahu mengemban dan melaksanakannya.*

Hampir semua orang mendengar bahwa dalam Islam hak seorang ibu lebih
besar daripada hak seorang ayah, tiga berbanding satu. Hal ini berangkat dari suatu

teks hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw. Ketika pada suatu saat ada

seorang sahabat yang bertanya kepada Beliau:
f" JB, clal: J6 $.m f JB, el J6 § f’ J6, clt; Ju ¢ Gt o Gl e

(',.L..,, S oy, )8 g £ J6 S

Artinya: “ Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik (aku
Jjadikan sahabat yang baik)? ‘ibumu’, jawab Nabi. ‘kemudian siapa’?,
‘ibumu’, ‘lalu’?, ‘ibumu’, baru kemudian Nabi bersabda: ‘bapakmu”.
(HR. Bukhari dan Muslim)’

3 DEPAG RI, AL-Qur'an..., h.654
4 Zaitunah Subhan, Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan, h.165
* Al Imam Al Bukhari, Sohih Bukhori, h. 80
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Penyebutan tiga kali terhadap ibu merupakan penegasan bahwa proses
reproduksi, yang oleh al-Qur’an dianggap sesuatu yang menyusahkan (wahnan ‘ala
wahnin) dan melelahkan (kurhan ‘ala kurhin), harus dihormati, diberi perhatian dan
yang lebih penting diimbangi dengan perlakuan baik (iisan) terhadap mereka.
Perlakuan baik yang paling dekat adalah yang terkait dengan amanah reproduksi
yang diemban oleh ibu.®

Sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan (ibu) memiliki hak-hak
yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami). Ada tiga kategori hak-hak kaum
perempuan atau ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi: pertama, hak jaminan
keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat risiko sangal besar yang bisa
terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari
menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kedva, hak
jaminan kescjahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi
(mengandung, melahirkan dan menyusui) berlangsung, tetapi juga diluar masa-masa
itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak,’ seperti disebutkan dalam
al-Qur’an sebagai berikut:

B G sy o .
Artinya: “ Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan

pedindszmgan bagi ibu anak-anaknys, secara makruf. (QS.al-Baqarah
2:233)

§ Zaitunah.. ., Menggagars Figh..., k170
"Masdar F. ..., Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan..., h.76
S DEPAGRI, al-Quran..., h.57
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Ketiga, Hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan
(istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.

Ummu Fadhilah® dalam salah satu artikelnya tentang reproduksi mengartikan
kesehatan reproduksi (atau biasa disebut dengan “kespro”) adalah suatu keadaan
utuh secara fisik, mental dan sosial dari penyakit dan kecacatan dalam semua hal
yang berhubungan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.

Dalam konteks sekarang, harus ada gbmitmen yang jelas dan tegas dari
semua komponen masyarakat untuk mewujudkan hak-hak reproduksi secara umum
dikaitkan dengan keleluasaan perempuan untuk menjalankan fungsi reproduksi
biologisnya secara tepat dan aman, baik jasmani, mental maupun sosial. Secara lebih
luas, hak reproduksi bisa dikaitkan dengan kekuasaan dan sumber daya. Yaitu,
kekuasaan untuk dapat memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan fertilitas,
kehamilan, perawatan anak, kesehatan gineakologis, aktivitas seksual serta sumber
daya untuk melaksanakan keputusan-keput usan secara aman dan efektif.'®

Isu-isu kesetaraan gender yang sudah menjadi wacana global sedikit demi
sedikit mensejajarkan perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh hak-haknya,
termasuk hak kesehatan reproduksi. Banyak pihak, kalangan dan agam sendiri yang
menyatakan pentingnya pemenuhan hak reproduksi bagi perempuan yang secara

kodrati mengemban fungsi-fungsi reproduksi, yaitu: mengandung, melahirkan, dan

® Ummu Fadhiileh, Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Pandangan Islars,
25/02/2006, www.ukhuwah.or.id
19 Zaitunah. .., Menggagas Figh..., h.170
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menyusui. Ketiganya proses reproduksi tersebut secara mental maupun fisik
memerlukan dukungan dan perlindungan keehatan baik oleh keluarga dalam hal ini
adalah suami maupun oleh masyarakat sekitar serta pemerintah sebagai pemegang
kebijakan.

Kematian ibu hamil dan setelah melahirkan adalah fenomena yang dialami
ribuan perempuan Indonesia. Kcmatian ibu melahirkan yang saat ini tercatat berada
di angka 307 dari setiapl100.000 kelahiran hidup, sebagian besar adalah kematian
yang sebetulnya dapat dihindari. Meskipun angka kematian ibu hamil sudah
menurun dibandingkan dcngan tahun 2000 yang bcsarnya 396 (departemen
kesehatan, 2000), tetapi angka 307 tetaplah tinggi untuk ukuran Asia Tenggara
karena Victnam dan Filipina telah mencapai angka 160 dan 170 pada tahun 2000.
kematian ibu menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu bangsa schingga
tingginya angka kematian ibu dapat menjadi indikator belum meratanya
kesejahteraan itu, seperti ditunjukkan oleh laporan Indonesia Human Development
Report 2005. Ditingkat dunia, pada hari kesehatan sedunia tanggal 7 April 2005
organisasi kesehatan dunia (WHO) meluncurkan laporan' tahunan mereka dengan
focus pada kesehatan ibu dan anak. Laporan tersebut berjudul “the world healt
report, make every mother and child count”, berfokus pada upaya menyelamatkan

ibu dari kematian karena kchamilan, saat dan setelah melahirkan, menyelamatkan
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bayi yang baru lahir, serta menyclamatkan balita dari kematian yang sebetulnya
dapat dicegah."

Hak reproduksi adalah hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan
untuk memut uskan mengenai jumlah anak, jarak antara anak-anak, serta menent ukan
waktu dan tempat kelahiran anak. Hak reproduksi ini berdasarkan pada pengakuan
akan Hak Azasi Manusia (HAM) yang diakui di dunia internasional.'?

Hak reproduksi perempuan merupakan hak yang timbul karena memiliki
fungsi reproduksi yang diberikan Tuhan, sehingga hak itu harus dijamin. Perempuan
dijaga dari penyakit menular seksual dengan memberikan pengetahuan kesehatan
dan pengobatan yang cukup. Perempuan harus dilindungi dari kemungkinan
terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak menimbulkan pengguguran
yang membahayakan jiwa dan kesehatan reproduksinya.

Dalam UU No. 23 tahun 1992 (tentang Kesehatan) Bab III tentang hak dan
kewajiban pada pasal 4 disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang,
baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa
Negara melindungi hak keschatan sctiap warga negaranya, tanpa membeda-bedakan
siapa dan darimana.

Selain itu, UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 5 juga mewajibkan

semua warga negaranya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

" Siswono, Hari Kareni, Perempean dan Amandemen UU Kesehatan, 11/04/2005, www.
Gizi.net

2 Tono Hadi S., Hak Reproduksi dan Ketidakadilan Gender, 28/04/2007, www.pikiran-
rakyat.com
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perseorangan, keluarga dan lingkungan. Hal ini berarti bahwa kesehatan reproduksi
perempuan (istri) dalam mengemban fungsi reproduksinya bukan hanya merupakan
tanggung jawabnya sebagai pemilik tubuh tetapi juga tanggungjawab keluarga
(suami) dan masyarakat disekitarnya.

Tanggung jawab disini dimaksudkan untuk memberikan perhatian dan
melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan, sehingga fungsi reproduksi yang
ada pada dirinya terjamin keschatannya dan terjamin pula haknya sebagai makhiuk
sosial yang memerlukan ketenangan jasmani dan rohani. Sehingga generasi-generasi
yang dilahirkannya adalah generasi-generasi yang schat dan cemerlang, generasi
yang sehat fisik dan mentalnya.

Dalam hak reproduksi perempuan menurut UU No.23 tahun 1992 tentang
kesehat an terdapat empat bahasan yaitu:

A. Hak aborsi

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan
istilah “abortus”. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel
sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suvatu proses
pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.
Aborsi dilakukan oleh seorang wanita hamil baik yang telah menikah maupun
yang belum menikah dengan berbagai alasan. Akan tetapi alasan yang paling
utama adalah alasan-alasan yang non-medis (termasuk jenis aborsi buatan /

sengaja).
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UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan membatasi pembolehan aborsi
dengan beberapa alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) bahwa:

“Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil
dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”

Keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau
janinnya yang dimaksudkan adalah aborsi. Adapun aborsi disini bisa dilakukan
dengan tindakan medis tertentu. Tindakan medis sebagaimana dimaksud
dijelaskan dalam pasal 15 ayat (2), yaitu:

“Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya

dapat dilakukan:

a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan
tersebut,

b. Oleh tenaga kesechatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta
berdasarkan pertimbangan tim ahli.

c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau
keluarganya.

d. Pada sarana kesehatan tertentu.”

Berdasarkan ayat (2) pasal 15 diatas secara tegas pemerintah telah
berusaha melindungi hak aborsi bagi ibu hamil manakala kehamilannya bisa
membahayakan nyawanya. Adapun tindakan aborsi hanya boleh dilakukan oleh
tenaga kcsehatan yang mempunyai tanggung jawab profesi (ahli) dan memiliki
tim ahli. Dan tindakan aborsi ini hanya bisa dilakukan manakala ada persetujuan
dari yang bersangkutan yakni ibu hamil atau suaminya atau keluarganya.

Dalam pandangan hukum Islam beberapa figaha’ berbeda pendapat

tentang aborsi. Para figaha’ Hanafiyah memperbolehkan aborsi sebelum janin
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terbentuk atau sebelum peniupan roh (sebelum janin melewati usia 42 hari),
dengan syarat-syarat yang rasional. Menurut jumhur ulama Hanabilah, janin
boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (mudgah), karena
belum berbentuk anak manusia, lebih tepatnya aborsi diperbolehkan sebelum
terjadinya penciptaan yaitu sckitar berusia 40 hari. Sementara itu, para ulama
Syafi’iyah berbeda pendapat mengenai aborsi sebclum 120 hari, ada yang
mengharamkan dan ada yang m;:mbolehkan selama masih berupa sperma atau sel
telur (nutfah) dan segumpal darah (a/agah) atau berusia 80 hari sebagaimana
dikatakan Muhammad Abi Sad, namun ulama lain membolehkan sebelum janin
berusia 120 hari atau sebelum janin diberi roh. Sebagian besar ulama Syafi’iyah
menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia 40-42 hari. Para ulama Malikiyah
berpendapat lain, menurut mereka kehidupan sudah dimulai sejak terjadi
konsepsi. Oleh karena itu, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40
hari.”

Sebagian besar ulama mazhab mcngizinkan aborsi dengan alasan-alasan

sebagai berikut:"*

.
.

Belum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan.

2. Selama janin masih dalam bentuk segumpal daging, atau segumpal darah dan
belum terbentuk anggota badannya.

3. Janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging, karena
belum berbentuk anak manusia.

4. Aborsi boleh dilakukan hanya untuk menyclamat kan nyawa ibu.

3 Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, h.93-102
Y bid_,h.104
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5. Keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan.
6. Ketidakmampuan seorang perempuan menanggung beban kehamilan karena
tubuh yang kurus dan rapuh.

Pendapat sebagian besar ulama mazhab di atas tentang dibolehkannya
aborsi dengan alasan yang rasional dan batasan usia janin untuk bisa dilakukan
aborsi sama dengan batasan aborsi yang diberikan oleh UU No.23 tahun 1992
tentang Keschatan pada pasal 15 yaitu batasan pada indikasi medis yang
menyatakan kondisi darurat pada bu hamil sehingga perlu adanya tindakan medis
(aborsi). Baik UU Kesehatan maupun hukum Islam sama-sama bertujuan
menyelamatkan nyawa ibu dari kandungan yang membahayakan jiwanya. Selain
itu, batasan usia janin untuk dilakukan tindakan aborsi merupakan alasan kuat

unt uk mengurangi resiko yang diakibat kan aborsi.

. Hak Mengatur Kehamilan dan Kelahiran

Hak mengatur kehamilan dan kelahiran merupakan bagian dari hak
kesehatan reproduksi perempuan yang dilindungi oleh UU. Karena apabila hak
ini terpenuhi maka keharmonisan keluarga akan tercipta. UU No. 23 tahun 1992
tentang kesehatan menyebutkan dalam pasal 13 yaitu:

“Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran
dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis”
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Tujuan utama dari pengaturan kehamilan dan kelahiran adalah
menciptakan keluarga yang harmonis. Dan, salah satu upaya pemerintah dalam
mengatur kehamilan dan kelahiran adalah program Keluarga Berencana (KB),
yang telah digalakkan mulai masa orde baru sampai sekarang.

Upaya mengatur kehamilan dan kelahiran tidak hanya merupakan tugaé
pemerintah tetapi juga harus menjaga rencana bersama sepasang suami istri
untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Dengan adanya kesepakatan antara
suami istri maka, keduanya akan saling mendukung dalam upaya mengatur
kehamilan dan kelahiran. Dalam Islam, hak perempuan yang merupakan bagian
dari hak kesehatan reproduksi perempuan adalah hak menolak hubungan seksual
dan hak mengatur kehamilan. Kedua hak ini saling berkaitan satu sama lain,
karena bagaimanapun yang merasakan beban berat mengandung adalah istri

maka suami harus bisa mendukung istri dalam mengatur kehamilannya.

C. Hak Perlindungan Terhadap Keschatan Reproduksi Perempuan
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Artinya: “ Dan kami pernahkah kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua

orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tshun.

Bersyukurlah pada-Ku dan pada dua orang ibu bapakmu, hanya
kepadakulah kembalimu”. (QS. Lugman 31:14)"

S DEPAG R, a/-Qur'an..., h.654
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Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan ini disebutkan
dalam UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 14 sebagai berikut:

“Kesehatan istri meliputi keschatan pada masa pra kehamilan, kehamilan,
persalinan, pasca persalinan dan masa diluar kehamilan dan persalinan”.

Pada pasal 14 diatas secara jelas pemerintah melindungi hak perempuan
dalam mendapatkan hak kesehatan reproduksinya tidak hanya pada masa pra
kehamilan. Kehamilan, persalinan dan pasca persalinan, tetapi juga masa diluar
kehamilan dan persalinan. Hal ini berarti perempuan (istri) memiliki hak dalam
hal reproduksi secara keseluruhan dengan jaminan perlindungan pemerintah dan
keluarga (suami) dalam meningkatkan derajat kesehatan. Karena kehamilan
adalah proses yang semakin berat yang bertambah-tambah.

Q.S. Lugman ayat 14 di atas memerintahkan kita untuk berbuat baik
kepada ibu yang tclah dengan kesabaran mengandung dan mengasuh kita, hal ini
tentu juga memunculkan rasa sayang kita untuk menyayangi dan melindungi
perempuan (ibu/istri).

Hak kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya menjadi sorotan
wacana ketidakadilan gender tetapi juga menjadi bahasan khusus setiap agama,
terutama agama Islam, yang benar-benar memposisikan seorang perempuan (ibu)
sebagai sosok yang mulia dan wajib dipatuhi.

Dalam kajian-kajian Islam tentang realitas-realitas sosial yang tidak
terlepas dari adat dan budaya yang mempengaruhi pola pikir dan tentunya

mempengaruhi bagaimana masyarakat kemudian bersikap kepada kaum



perempuan inilah para pemikir sosial keagamaan Islam melakukan kajian-kajian
baik tekstual maupun kontekstual terhadap hak reproduksi perempuan. Sehingga
seiring perkembangan Islam dalam mcenggerus pemikiran-pemikiran Arab
jahiliyyah dulu maupun modern yang memarjinalkan kaum perempuan dalam
mendapatkan hak-haknya sebagai manusia merdeka, perkembangan wacana
kcadilan gender kian mendapat respon baik dari masyarakat dan pemerintah.

Prinsip-prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan telah
diperjuangkan Islam jauh-jauh hari sebelum wacana feminisme dan jender
membuming. Diantaranya: hak perempuan menentukan perkawinan, hak
menikmati hubungan seksual, hak menolak kehamilan, hak menentukan
kelahiran dan hak aborsi. Hak-hak tersebut merupakan tuntutan perempuan akan
perlindungan terhadap hak reproduksinya. Hal ini senada dengan apa yang dicita-
citakan dan diupayakan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesechatan bahwa
kesehatan baik fisik maupun mental merupakan hak bagi setiap orang dan bahwa
perlindungan dan pemeliharaan kesehatan merupakan tanggung jawab seluruh
masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, perseorangan, keluarga dan
masyarakat,

Selain itu semangat UU no.23 tahun 1992 tentang kesehatan juga harus
didukung oleh konsistensi agama sebagai sumber dogma bagi sebagian besar
masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. UU kesehatan merupakan legitimasi

pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum positif dan agama sebagai
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legitimasi untuk perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan dalam
wilayah normatif. Sehingga, kasus-kasus kematian akibat kehamilan tidak
diinginkan bisa dicegah. Dan praktck-praktek aborsi illegal bisa diminialisir
sesegera mungkin. Hal ini untuk mengurangi jumlah kematian ibu hamil.

Tidak hanya itu, Islam juga menjamin hak-hak perempuan diluar hak-hak
reproduksi yang selama ini juga diperjuangkan oleh aktivis-aktivis perempuan.
Jaminan yang diberikan Islam kepada kaum perempuan juga diberikan oleh UU
no.23 tahun 1992. untuk memecahkan beberapa masalah reproduksi.
Diantaranya:'®

Kesehatan keluarga

a. UU kesehatan no 23 tahun 1992 menjamin hak sctiap orang dalam
memperoleh jaminan dan pelayanan kesehatan (pasal 4).

b. UU kesehatan mewajibkan semua orang untuk turut berperan
dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan baik
perseorangan, keluarga dan masyarakat.

c. UU no.23 tahun 1992 melindungi hak perempuan untuk
melakukan aborsi manakala kchamilannya akan membahayakan
nyawanya, tentunya dengan bantuan medis.

d. Pemcrintah senantiasa menycdiakan layanan informasi tentang
reproduksi melalui pihak medis.

¢. Dalam hal mengurangi masalah-masalah yang menyebabkan
terabaikannya kesehatan reproduksi pemerintah melakukan
beberapa upaya, diantaranya: Keschatan kcluarga, perbaikan gizi,
Pengamanan makanan dan minuman, Kesehatan lingkungan,
Kesehatan kcrja, Kesehatan jiwa, Pemberantasan penyakit,
Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, Penyuluhan
keschatan masyarakat, Pengamanan sediaan farmasi dan alat
kesehatan, Pengamanan zat adiktif, Kesehatan sekolah, Kesehatan
olah raga, Pengobatan tradisional, Keschatan matra”.

f. UU no.23 tahun 1992 (tentang kesehatan) pada pasal 14 juga
melindungi hak reproduksi perempuan dalam mengatur kehamilan

'8 UU 10.23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 10
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dan kelahiran. UU no.23 tahun 1992 (tentang kesehatan) pada

pasal 14 juga melindungi hak reproduksi perempuan dalam

mengatur kehamilan dan kelahiran.

g. Adanya jaminan dan perlindungan tentang hak kesehatan
reproduksi perempuan diluar kehamilan dan persalinan.

Poin-poin di atas merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan
kcschatan bagi warganya.

Pcnyclenggaraan upaya-upaya kesehatan tersebut didukung oleh sumber
daya keschatan.'’selain itu, upaya-upaya kesehatan tersebut bertujuan untuk
menciptakan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera'®. Demikian juga dalam Islam
tentang perintah-perintah menjaga kesehatan jasmani dengan kebersihan dan
menjaga kesehatan rohani dengan ketenangan jiwa yang merupakan tanggung
jawab keluarga untuk saling menjaga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah
mawaddah wa rahmah dunia sampai akhirat.

Ketika hak-hak ini terpenuhi, maka kualitas perempuan akan terjamin,
bisa sehat dan selamat dalam menjalankan proses reproduksi, dan dengan
sendirinya manusia-manusia yang dilahirkan darinya, dididik dari asuhannya dan
didampingi oleh kebersamaannya akan sehat dan memiliki daya kemampuan
yang linggi dan berkualitas. Kualitas perempuan ini atau perempuan yang
berkualitas, dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah al-mar’a as-salihah,
atau perempuan yang salihah. Salih, secara literal diartikan sebagai lawan kata

dari fasid atau rusak. Makna-makna yang menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak

17 UU No.23 tahue 1992 (tenteng Kesehatan) pasal 11
' UU No.23 tahun 1992 (tentang Kesehatan) pasal 12
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rusak, adalah makna-makna salih. Seperti schat, kuat, kokoh, layak, sesuai, dan
baik."”

Dengan kualitas perempuan yang demikian tadi maka, kita bisa
memperbaiki takdir kematian ibu karena mclahirkan, yang di Indonesia cukup
tinggi dan cukup memprihatinkan. Bukan hanya itu, kualitas perempuan salihah
akan banyak menjadi tumpuan dan harapan masyarakat, sama seperti harapan
mereka terhadap laki-laki salih dan anak salih. Dengan orang-orang salih seperti

ini kehidupan akan menjadi lebih baik.?

¥ 1bid., h.179
2 Ibid_, h. 179
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PENUTUP

A. Kesimpulan
1. UU No.23 tahun 1992 tentang keschatan secara garis besar menjamin
pemenuhan dan terpeliharanya hak perempuan dalam kesehatan reproduksi
yang meliputi:

a. Hak aborsi, yaitu tindakan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil
dan atau janinnya berdasarkan indikasi medis (UU No.23 tahun 1992
tentang Kesehatan pasal 15 ayat 1). Tindakan medis tersebut hanya bisa
dilakukan berdasarkan indikasi medis, dilakukan oleh ahli medis, dengan
persetujuan ibu hamil, suami atau keluarganya. Dan dengan sarana
keschatan tertentu (pasal 15 ayat 2).

b. Hak Mengatur Kehamilan dan Kelahiran, adalah upaya bagi pasangan
suami istri untuk merencanakan jumlah ideal anak, jarak kelahiran anak,
dan usia ideal perkawinan, serta usia ideal untuk melahirkan anaknya
agar dapat hidup sehat (UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal
13). Salah satu upaya pemerintah untuk mengatur kehamilan adalah

dengan digalakkannya program Keluarga Berencana (KB).
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Hak perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan ini dijamin
olech UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 14 yaitu:
perlindungan kesehatan istri pada masa pra kehamilan, kehamilan,
persalinan, pasca persalinan dan masa diluar kehamilan dan pasca
persalinan. Kesehatan perempuan pada lima masa tersebut juga dijamin
oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1457 MENKES/SK/X/2003
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota.

2. Analisa hukum Islam terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan menurut

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan adalah:

a.

Hak aborsi, sebagian besar ulama mazhab menyepakati untuk
membolehkan aborsi dengan alasan yang rasional dan dalam batasan janin
berusia 40 hari atau sebelum peniupan roh. Hal ini sesuai dengan misi UU
No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 15 bahwa aborsi hanya bisa
dilakukan berdasarkan indikasi medis (alasan rasional) dan bertujuan
untuk menyelamatkan jiwa ibu.

Hak mengatur kehamilan dan kelahiran, upaya mengatur kehamilan
bertujuan menciptakan keluarga ideal dan harmonis (UU No.23 tahun
1992 tentang Kesehatan pasal 13), seperti program Keluarga Berencana.

Sementara dalam Islam, istri memiliki hak mengatur kehamilan dan hak
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menolak hubungan seksual, hal ini bisa menjadi langkah kesepakatan bagi
suami istri untuk bersepakat mengat ur kehamilan.

c. Hak perlindungan terhadap keschatan reproduksi perempuan, hal ini
diatur dalam UU No.23 tahun 1992 tentang Keschatan pasal 14 yang
menjamin hak kesehatan perempuan pada masa prakehamilan, masa
kehamilan, persalinan, pasca persalin, dan masa diluar pasca persalinan
dan kehamilan. Hal ini sejalan dengan misi Islam yang memerintahkan
manusia untuk menghormati ibunya, karena ibunya telah mengandungnya

dalam keadaan berat yang bertambah-tambah (Q.S. Lugman: 14).

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemerintah disarankan:

1.

Lebih memaksimalkan UU kesehatan yang ada dengan memperjelas aturan-
aturan terkait upaya perlindungan kesechatan reproduksi. Sehingga realitas
social yang selama ini tidak ramah terhadap hak reproduksi perempuan bisa
terangkum dan kemudian bisa dicarikan solusinya bersama-sama.

Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam menuntut adanya peran serta
agama yang disadari atau tidak telah banyak membentuk pola pikir
masyarakat. Sehingga diharapkan adanya kepekaan para tokoh agama untuk
memperhatikan realitas sosial yang cenderung tidak ramah terhadap hak

reproduksi perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

Bukhari, al-Imam, Sahih Bukhari, Beirut Lebanon, daarul kutub al-ilmiah, 2005
Bin Anas, Imam Malik, a/-Muwatta’, Beirut Lebanon, Daru Thyai al-Turas, 2003

Hanifa Wiknjosastro ed., Zmu Kebidanan, Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo, Jakarta, 1999

Hilyatuzzahrah, Kesehatan Perempuan dalam Islam, 11/07/2007, www.iig-
psw.blogspot.com

Husein Muhammad, Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan
Gender, Yogyakarta, LKiS, 2001

Husein Muhammad, Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam,
02/04/2004, www.groups.yahoo.com/group/mencintai-islam/message/912

Husein Muhammad, Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam, 02/04/2004,
www.detiknews.com

Husein Muhammad, Perempuan, Islam dan  Hukum, 29/08/2008,
www.calepojok.com

Husein Muhammad,/s/lam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren,
Yogyakarta, LKiS, 2004

Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan: Relasi Gender Menurut TafSir Al-Sya’rawi,.......

JS. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Kalyanamitra, Kesehatan Reproduksi dan Kebijakan di Indonesia, 25/04/2007,
www.kalyanamitra.or.id

Lily Zakiyah Munir ed., Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam
Perspektif Islam,Bandung, Mizan, 1999

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan,
Jakarta, Kompas, 2006

91



92

Masdar F. Mas’udi, /slam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih
Pemberdayaan, Bandung, Mizan, 1997

Meutia F. Swasono ad., Kehamilan, Kelshiran, Perawatan Ibu Dan Bayi Dalam
Konteks Budaya, Jakarta, Ul Press, 1997

Nirmala Trisna, Alat Reproduksi Perempuan, 05/11/2008,
www.geocities.com/girlreproductive/reprosystem.Indo.htm

Nawawi, al, bin Syarafuddin, Yahya, Syarah al-Arba’in al-Nawawiyah, Kairo Mesir,
Syirkatus Samarli, 1986

NKE Triwijati dan Bekti Dwi Andari, Meniti Keschatan Reproduksi dan Seksualitas
Perempuan, Jakarta, Seri Publikasi KSP, 2005

Siswono, Hari Kartini, Perempuan dan Amandemen UU Keschatan, 11/04/2005,
www. Gizi.net

Sofiandi =~ Kawoem, Keschatan  Reproduksi  Perempuan,  09/07/2008,
www.acehforum.or.id

Sri Pujianto, Biologr 2, Solo, PT Wangsa Jatra Lestari, 2007

The  William H Gates Fondation,  Ringkasan Isu-isu  Utama,
1/1998 www.guttmacher.org

Tono Hadi S., Hak Reproduksi dan Ketidakadilan Gender, 28/04/2007,
www.pikiran-rakyat.com

Ummu Fadhiilah, Hak-Hak Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif
Islam, 25/02/2006, www.ukhuwah.or.id

Zaitunah Subhan, Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, el-KAHFI,
2008

Zohra Andi Baso dan Judi Rahatjo, Kesehatan Reproduksi: Panduan Bagi
Pcrempuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999

Sindo Sore, Program KB Alamiah Lebih Disukai, 28 Maret 2008,
http:/lifestylc.okczonc.com

UU No. 23 tahun 1992 (tentang Kesehatan), Visimedia, Jakarta, 2007
DEPAG RI, a/-Qur’an dan Terjemahnya



